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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis
Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini
mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2074 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang
berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban
kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU)
yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.
Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan

sistern administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi
optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efcktivitas, dan produktivitas
kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah
Daerahsecara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kota Magelang, Januari 2023
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Aluntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Ferjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Inistansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah acalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi calam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggt ng jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu
melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu
meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah scba gai sub sistem dari sistem

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tijuan dan sasaran perangkat
daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbar gkan visi dan misi daerah,
melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasarar yang ingin dicapai pada

lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepa, jelas, terukur legitimate
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sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Magelang Kota Magelang Tahun 2(22 yang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tijuan dan sasaran perangkat
daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pad« perjanjian kinerja perangkat

daerah.
. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan arahan pmpinan untuk optimalisasi

pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideclogi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,



pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intrasuku, umat beragama, 1as, dan golongan lainnya,
pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konfl'k sosial di wilayah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dan

g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wal kota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan
diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan



Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktu- organisasi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Magelang.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi
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C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang

pembangunan daerah.



Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangari pada kurun waktu 5 (lima)

tahun sebagaimana tertuang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode

2021-2026 sebagai berikut :

L

2

Menjaga iklim sejuk dan kondusif, aman, tertib dan damai serta harmonisasi
hubungan antar pemeluk agama.

Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam
rangka menjaga stabilitas daerah.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika & obat-obatan terlarang.

Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang dernokratis, jujur, adil, aman dan
damai.

Pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan

tugas.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Magelang periode 2021-2026, Arahan Kebijakan

Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu

Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

L

Menjaga iklim sejuk dan kondusif, aman, tertib dan damai serta harmonisasi
hubungan antar pemeluk agama.

Penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam
rangka menjaga stabilitas daerah.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, obat-cbatan terlarang dan minuman
keras.

Pemanfaatan teknologi informatika dalain layanan dan informasi

pelaksanaan tugas.



D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang ini
disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentany Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP};

P

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

2

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

5. Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050/074/112 Tahun 2021 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 adalah :

BABI PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BABII PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis scbelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP




BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang,.
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Folitikk Kota Magelang yang
ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan
Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor
050/074/112 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan
pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan
bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dibuat
pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah

daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tersebut ditujukan
untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RI'JMD) Kota Magelang Tahun
2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dar Politik Kota Magelang telah
melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota
Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD,
Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota



Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang tersebut
akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemesintah Daerah Kota Magelang
yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kora Magelang dimuat program
dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dileksanakan pada satu tahun

mendatang.
1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang

oleh Pemerintah Kota Magelang,.

Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 zdalah:

Unsur yang terkandung dalam visi tersebut adalah:

1. Magelang
Magelang adalah satu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota
Magelang, dengan luas wilayah + 18,54 km2 da terdiri dari 3 kecamatan dan
17 kelurahan.

2. Maju
Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang
serta didukung dengan ketersediaan infrastrultur yang dapat diakses oleh
semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yarg maju, selain tampilan fisik
selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan



ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

3. Sehat
Magelang kota sehat mengandung pengertiar bahwa di setiap komponen
kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan
pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih,
nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik.
Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarab kan untuk memenuhi tatanan
kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan
perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.
Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran
pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya
pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dar perlindungan anak, serta
lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan
derajat kesehatan masyarakat.

4. Bahagia
Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan
masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin

karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.

2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026
tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
1) Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran,

Berlandaskan Imtaq :



Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota
Magelang yang bahagia. Masyarakat Kota Magelang yang relijius, berbudaya,
beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani.
Masyarakat yang relijius selalu menggunakan lendasan nilai-nilai keagamaan
dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga
tingkat relijiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala
bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai
luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam
mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen
terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma
atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan
keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar
masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat vang saling menghargai dan
menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan,
perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama.
Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan
penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun
toleransi.

Landasan iman dan tagwa (imtaq) yang semeakin kokoh tentunya menjadi
modal utama daam mewujudkan masyarakat re ijius, berbudaya, beradab dan
toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling
membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan
terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan
sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat

Kota Magelang yang bahagia.
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2) Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:
Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi Kota dan
masyarakat Magelang yang sehat, serta masyarakat Kota Magelang yang
bahagia. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya
manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat mela'ui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, scrta peningkatan daya saing

daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupzkan salah satu modal utama
dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut
kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber
daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif:
Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan
mewujudkan komponen visi Magelang Kota yan;; maju. Kemajuan suatu kota
sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota Dengan demikian reformasi
birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan
reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata
laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur;

pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka
kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunil.asi akan sangat dibutuhkan,
oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang

upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah
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memadukan antara kecerdasan manusia (human intelligence) dan kecerdasan
buatan (artificial intelligence). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan
didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk
perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada

terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi
perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya
sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian
yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya
vang harus dikeluarkan, serta kepastian dalanm mendapatkan kemudahan.
Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan

Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM
Berbasis Ekonomi Kerakyatan:
Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun
masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan
dicapai adalah terbangunnya ekonomi infklusif di Kota Magelang, yang
ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan wusaha baru;
peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta

promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

5) Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan
Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:
Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan
Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya
ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang
tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu
mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat den seluruh elemen penghuni
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kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan
meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Didalam kota yang modern

memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang
kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi
kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar
prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga Eksploitasi ruang kota untuk
kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan

merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.
3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota

Magelang Tahun 2016-2021 sebanyak 2 tujuan dan 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Meningkatnya
stabilitas daerah

2%

2%

2%

2%

2%

11

1015

9,84

9,53

80.5%

81,50

82,50%

100.000

Jumlah  Kasus

12 bulan terakhir

100%

100%

100%

100%

100%

12
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Angka - 0 0 85 0 0
partisipasi Politik
pileg
1.3 | Meningkat nya | NilaiSAKIPOPD | — BB BB | AA AA AA
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan Badan

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021-2026

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utana di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Magelang tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

Terwujudnya Stailitas Daerah Persentase 2,00% Target- (Realisasi Th n-Target) x 100% Data kriminalitas di
Penurunan Target Kepolisian dan Data
Gangguan Konflik di
Bakesbangpol Kota
M
Menurunnya Jumlah Jumlah Konflik 0 Jumilah Potensi Konflik pada tahun N Data kriminalitas di
Kriminalitas Kepolisian Kota
Meningkatnya penanganan Angka Kriminalitas 10,15 Jumlah Kejahatan dalam 1 Tahun Data kriminalitas di
kriminalitas x10000 | Kepolisian Kota
Jumlah penduduk tahun ybs M
wn ol t”el = E— o5 e Jumlah kriminalitas yang tertangani tahun- | 2o m:“ -
tertanaent e, n/ Total kriminalitas tahun-n *100% MK"P"“!
Meningkatnya partisipasi Politik Angln_ paitiulpand - — Jumlah pemilih yang Data pemilih dari
Dalam Pemilu P menggunakan hak pilih KPU dan CAPIL Kota
Politik (Pilpres i it terdafar x 100% M
I - . i% pemilih vang Data pemilih dari
33“‘5; [Pﬂgﬁ?; tsipasi menggunakan bak pilih oo KPU dan CAPIL Kota
) Jumlah pemilih terdaftar Magelang
- - imﬁ pemilih yang Data pemilih dari
gﬂﬁ r;algdpad menggunakan hak pilih 0o KPU dan CAPIL Kota
oy Jumlah Eemﬂlh terdaftar Magelang
. ; - i u pe yang Data pemilih dari
i e - partisipasi menggunakan hak pilib__ o KPU dan CAPIL Kota
8 Jumlah pemilih terdaftar Magelang
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Sakip OPD BB - ) B
Kinerja dan Keuangan Badan RIS Sy 010

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021
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B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh
perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022
termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana
Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang

stabilitas daerah Gangguan
1.1 | Menurunnya Potensi | Jumlah Konflik Angka 0
Gangguan

Angka kriminalitas Angka 1015
Persentase kriminalitas yang | Persentase 80.5%
tertangani
Kematian disebabkan| Angka 0
konflik per 100.000
penduduk
Jumlah Kasus Kejahatan| Angka 0
pembunuhan pada satu
tahun terakhir
Proporsi korbar kekerasan | Persentase 100%
dalam 12 bulan terakhir
yang melaporkan kepada
polisi

1.2 | Meningkatnya Angka partisipasi Politik | Persentase 0

i s Politik | Pil
Dalam Pemilu

Angka partisipasi Politik | Persentase 0
g
Angka partisipasi Politik | Persentase 0
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akuntabilitas  kinerja
dan keuangan Badan

Angka partisipasi Politik| Angka 0
pileg
1.3 | Meningkat nya | Nilai SAKIP OPD Angka BB

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kot: Magelang tahun 2022

. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana
yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,
sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Tahun 2022 mengacu
pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026,
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada
tanggal 02 bulan 01 tahun 2022ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Magelang telah menctapkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

18




Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota

Magelang Tahun 2022
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Terwujudnya .
1| stabilitas Dacrah S Bk U
Angka Kriminalitas 10,15
Persentase mllnahtas 80,5%
yang tertangan:
Menurunnya Potensi Persentase Penurunan
2 2,0%
Gangguan Gangguan
Angka partisipzsi 0
Politik (Pilpres)
Meningkatnya Angl‘_ta partisipasi 0
e - Politik (Pilgub)
3 partisipasi Politik R
Dalam Pewil Angka partisipasi 0
Politik (Pilwalkot)
Angka partisipasi 0
Politik (Pileg)
Meningkatnya
4 Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP OFD 72-75
dan Keuangan Badan
Program (5) Anggaran (6)

1. Program penguatan ideologi pancasila dar

karakter kebangsaan

2. Program peningkatan peran partai politik

dan lembaga pendidikan melalui pendidikan

politik dan pengembangan etika serta

budaya politik

3. Program pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan

4. Program pembinaan dan pengembangan
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

S. Program peningkatan kewaspadaan nasional

dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota

Rp 215.287.000

Rp 950.256.000

Rp 114.590.000
Rp 319.153.000

Rp 350.133.000

Rp.4.387.873.000

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa din Politik Tahun 2022
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Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program
dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

| PROGRAM  PENUNJANG

T.a =

100 %

4.387.873.00

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH  KABUPATEN/ | Pergelolaan dan pelaporan
KOTA kinerja keuangan sesuai
aturan
1.1 | Kegiatan Perencanaan, | Cakupan ketersediaan dokumen 100 % 65.203.000
Penganggaran, dan  Evaluasi -
Kinerja Perangkat Daerah s M Ll i
dan evaluasi kinerja Perangiat
Daerah
1.1.1 | Penyusunan Dokumen | Dokumen Renstra dan Renja 2 52.920.000
Perencanaan Perangkat Daerah OPD Dok
1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan | RKA -SKPD 1 1.500.000
Dokumen RKA-SKPD Dol
1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan | Dokumen Perubahan RKA- 1 1.350.000
Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1
SKPD Dd
114 | Koordinasi dan Penyusunan | Dokumen DPA-SKPD 1 1.900.000
DPA-SKPD Dol -
1.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan | Dokumen Perubahan DPA- 1 1.830.000
Perubahan DPA-SKPD SKPD Dol
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1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Kinerja dan 1 5.703.000
Laporan Capaian Kinerja dan e )
Ty e Huabloas, Riverin SR | oausast K SKID yang | Dokumsn
disusun
. 20
i Laporan
] 1.2 | Administrasi Keuangan | Cakupan laporan administrasi 100% 3.750.126.000
e keuangan PD sesuai atura
1.2.1 | Penyediaan Gaji dan | Jumlah ASN vang | 18 Orang 3.739.348.000
igmgRmaat dibayarkan  Gaji dan
tunjangannya dalam 1 tahun
1.2.2 | Pelaksanaan  Penatausahaan | Jumlah dokumen laporan 12 9.378.000
dan Pengujian/  Verifikasi .
Keusanigan SKPD Keuangan dan SP] yvang | Dokumen
disusun
'1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan 3 1.400.000
Laporan Keuangan  Akhir ; .
Tahun SKPD Akhir Tahun dan Semesteran | Dokumen
SKPD
1.3 | Administrasi Umum Perangkat | Cakupan laporan administrasi 100% 170.123.000
Daerl umum PD
1.3.1 | Penyediaan Komponen | Jumlah  ruangan  vang | 18 Ruang 2.222.000
Instalasi  Listrik/Penerangan AR Komiporiei
Bangunan Kantor
listrik/ peneran gan
1.3.2 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah ASN vang | 18 Orang 15.385.000
B disediakan makan minum
harian
Jumlah Genset vang 1 Unit
disediakan BBM
] Jumlah Isi Ulang Tabung Gas | 6 Tabung
| 12Kg
133 Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah barang cetakan 6 Jenis 8.746.000
dan Penggandaan
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Jumlah Dokumen yang | 19.392
digandakan Lembar
1.3.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah jenis bahan bacaan 2 jenis 3.000.000
. Peraturan Perundang-
undangan
1.3.5 | Penyediaan Bahan/Material Jumlah gedung kantor vang | 1 Unit 25.540.000
dipelihara
Jumlah alat dan bahan | 33 Jenis
pembersih
7136 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu | 12Kali 6.480.000
yang difasilitasi
1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah rapat koordnasi | 15Kali 108.750.000
Koordinasi dan Konsultasi Filskssrlan
SKPD 2 3
Jumlah konsultasi SKPD | 54 Kali
yang dilaksanakan
14 | Penyediaan  Jasa  Penunjang | Cakupan  ketersediaan  jasa 100% 195.120.000
Urusan Pemerintahan Daerah ;
penunjang urusan
pemernitahan daerah
1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat | Jumlah surat/dokume n 800 9.560.000
Mgt yang dikirim Dokumen
Jumlah alat tulis kantor yg | 37 Jenis
disediakan
142 Penyediaan Jasa Komunikasi, | jumlah jasa sumberdaya | 4 Jenis 44.400.000
Sumber Daya Air dan Listrik yang harus dibayar tiap
bulan
143 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah SDM Non ASN yang | 7 Orang 141.160.000
i aitt dibayarkan gaji dan
tunjangannya dalam 1 tahun
15 | Pemeliharaan ~ Barang  Milik | Cakupan terpeliharanya barang 100% 207.301.000
Daerah  Penunjang — Urusan | o 200 n vovmiane urusan
Pemerintahan Daerah ; perumjang
pemerintah daerah |
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
perorangan dinas/kencara
an dinas jabatan yang

dipelihara

11 Unit

150.485.000

Jumlah STNK Kendaraan

Perorangan  Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan

yang terbayarkan pajaknya

11 Unit

152

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dnas
operasional atau lapangan

yang terpelihara

3 Unit

37.916.000

Jumlah STNK kendaraan

dinas  operasional &tau
lapangan yang terbayarkan

pajaknya

3 Unit

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin
lainnya yang dipelihara

6 Jenis

18.900.000 |

58]

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

Jumlah Konflik SARA

0 Kasus

215.287.000

24

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Persentase Fasili tasi

Peningkatan Wawesan

Kebangsaan

100%

215.287.000

201

Pelaksanaan  Kebijakan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah

Pembentukan Duta Pancasila

sosialiasi,

dan Upacara

Kegiatan

98.742.000

2:1:2

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah  Fasilitasi FKUB

(Kegiatan)

12

Kegiatan

114.530.000
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2.1.3

Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah  Dokumen [ata

Strategis (Laporan)

4 Laporan

2.015.000

POGRAM  PENINGKATAN
PERAN PARTAl POLITIK
DAN LEMBAGA

' PENDIDIKAN POLITIK DAN

PENGEMBANGAN  ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

Persentase Penduduk Usia
Pemilih yang
Berpartisipasi dalam Agenda
Politik

Pemula

0,69%

950.256.000

3.1

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitast Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umumy/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

Cakupan pemberdayaan Parpol

100%

950.256.000

Pelaksanaan Koordinasi Di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai  Politik, = Pemilihan
Umum/ Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Peserta
mengikuti

Politik

Yang
Pendidikan

1
Kegiatan

371.132.000

3:1.2

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Media Penyebaran
Pendidikan Politik

579.124.000
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Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya

! Jumlah Monev (Penyeranhan 1
Hibah dan Evaluasi
Pelaksanaan Pilkada)
Hibah Banpol 1
4 PROGRAM Persentase Oganisasi | 16,26 % 114.590.000 |
PEMBERDAYAAN DAN | e v sl -
PENGAWASAN smagyals yaRE
ORGANISASI dibina dan dipantau
KEMASYARAKATAN
Persentase Organisasi | 82,11 %
Kemasyarak atan yang Axtif
41 | Perumusan Kebijakan Teknis dan | Cakupan  pembinaan  dan 100% 114.590.000
Pemantapan Pelaksanaan Bidang |\ . 0 e
Pemberdayaan dan Pengawasan pe :
Organisasi Kemasyarakatan |
4.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan | Jumlah Ormas yang dibira 1 80.000.000
dibidang Pendaftaran Ormas, Kegiatan
Pemberdayaan Ormas, 8!
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah |
4.1.2 | Pelaksanaan Monitoring | Jumlah ~ Laporan  Hasil 1 34.590.000
Evaluasi dan  Pelaporan MR
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah fasilitasi ormas 3
update Database Ormas 1
5 PROGRAM PEMBINAAN | Persentase Pembinaan | 3,57% 319.153.000
DAN PENGEMBANGAN . F
KETAHANAN EKONOMI Ketahanan Ekonomi, Sosial,
SOSIAL, DAN BUDAYA dan Budaya
5.1 | Perumusan Kebijakan Teknis dan | Cakupan pemantepan 100% 319.153.000
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5.11

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Kampung Bebas
Narkoba yang terbertuk

(Kampung)

Kampung

34.787.000

Pelaksanaan  Kebijakan  di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan  Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

lokasi

Jumlah
operasi PAGN

sasaran

4 Lokasi

68.387.000

Jumlah Peserta sosialisasi

300 Orang

51.3

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan  Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah  Fasilitasi FKUB

(Kegiatan)

12

154.434.000

514

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan  Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Jumlah  koordinasi dan

konsultasi (Kegiatan)

61.545.000

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN  KONFLIK
SOSIAL

Jumlah Konflik Sosial

350.133.000

6.1

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan ~ Nasional — dan
Penanganan Konflik Sosial

Pemantapan

Daerah  dan

Cakupan
Kewaspadaan

Penanganan Konflik Sosial

100

350.133.000
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6.1.1

Pelaksanaan  Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan  Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah kegiatan
pemantauan  kondusivitas

daerah (Kegiatan)

19.995.000

6.1.2

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan ~Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Fasilitasi FKDM, "im
Kewaspadaan Dini dan "im
Penanganan Konflik Sosial
(Kegiatan)

12

171.090.000

6.1.3

Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Rakor dan fasilitasi
Tim Stabilitas Daerah

(Forkompinda) (Kegiatan

12

159.048.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi

sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)

pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses

Pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian

kinerja sebagai berikut :

Kinerja Tahun 2022 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dengan uraian target
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Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Magelang Tahun 2022

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Terwujudnya :
3 Stabilitas Daerah Jumlah Konflik 0
Angka Kriminalitas 10,15
Persentase Knrmn litas 80,5%
yang tertangani
Menurunnya Potensi Persentase Penurunan o
2 G 2,0%
angguan Gangguan
Angka partisipasi 0
Politik (Pilpres)
Meningkatnya Anglfa pattsipas: 0
e Politik (Pilgub)
3 partisipasi Politik =
Pialsi Perli Angka partisipasi 0
Politik (Pilwalkot)
Angka partisipasi 0
Politik (Pileg)
Meningkatnya
4 Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP OPD 72-75
dan Keuangan Badan
Program (5) Anggaran (6)

1. Program penguatan ideologi pancasila dan Rp 617.928.000
karakter kebangsaan

2. Program peningkatan peran partai politik Rp 1.218.086.000
dan lembaga pendidikan melalui pendidikar
politik dan pengembangan etika serta
budaya politik

3. Program pemberdayaan dan pengawasan Rp 291.905.000
organisasi kemasyarakatan
4. Program pembinaan dan pengembangan Rp 354.153.000

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional Rp 386.256.000
dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 4.111.090.323
Daerah Kabupaten/Kota
Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bar gsa dan Politik Kota Magelang

Tahun 2022
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PROGRAM

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

PENUNJANG

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ahun 2022

4.111.090.323

100 %
URUSAN PEMERINTAHAN | pengelolaan dan pelaporan
DAERAH KABUPATEN/ KOTA | kinerja keuangan sesuai
aturan
11 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, | Cakupan ketersediaan dokumen 100 % 77.203.000
dan  Evaluasi Kinerja Perangkat | perencanaan, penganggaran dan
Daerah evaluasi  kinerja  Perangkat
Daerah
1.1.1 | Penyusunan Dokumen | Dokumen Renstra dan Renja | 2 Dokumen 64.920.000
Perencanaan Perangkat Daerah OPD
1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan | RKA -SKPD 1 Dokumen 1.500.000
Dokumen RKA-SKPD
113 | Koordinasi dan Penyusunan | Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen 1.350.000
Dokumen Perubahan RKA-SKPD | SKPD
1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- | Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.900.000
SKPD
1.1.5 | Koordinasi dan  Penyusunan | Dokumen Perubahan DPA 1 Dokumen 1.830.000
Perubahan DPA-SKPD SKPD
116 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Kinerja dar | 1 Dokumen 5.703.000
Laporan Capaian Kinerja dan | Realisasi Kinerja SKPD yang
20 Laporan
1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat | Cakupan laporan administras 100% 3.339.610.320
Daerah keuangan PD sesuai aturan
121 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah ASN yang dibayarkar 18 Orang 3.328.832.320
ASN Gaji dan tunjangannya dalam
1 tahun
122 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | Jumlah dokumen laporar | 12 Dokumen 9.378.000
Pengujian/ Verifikasi Keuangan | Keuangan dan SPJ] yang
SKPD disusun
123 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangar | 3 Dokumen 1.400.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun | Akhir Tahun dan Semesteran
SKPD SKPD
1.3 | Administrasi ~ Umum  Perangkat | Cakupan laporan administras: 100% 184.324.000
Daerah umum PD
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| Penunjang  Urusan

Pemerintahan
Daerah

milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah

1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah ruangan yang 18 Ruang 2.222.000
Listrik/ Penerangan Bangunan | disediakan komponer
Kantor listrik/ peneran gan
1.3.2- | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah ASN yang disediakar 18 Orang 15.385.000
makan minum harian
Jumlah Genset yang 1 Unit
disediakan BBM
Jumlah Isi Ulang Tabung Gas 6 Tabung
12 Kg
1.3.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah barang cetakan 6 Jenis 8.746.000
Penggandaan
Jumlah  Dokumen  yang | 19.392 Lembar
digandakan
134 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah jenis bahan bacaan 2 jenis 4.800.000
Peraturan Perundang-undangan
1.3.5 | Penyediaan Bahan/Material Jumlah gedung kantor yang 1 Unit 25.540.000
dipelihara
Jumlah alat dan bahar 33 Jenis
pembersih
1.3.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu yang 12 Kali 6.480.000
difasilitasi
1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah rapat koordinasi yang 15 Kali 121.151.000
| dan Konsultasi SKPD dilaksanakan
Jumlah konsultasi SKPD yang 54 Kali
dilaksanakan
14. Pengadaan Barang Milik Daerah | Cakupan ketersediaan barang 100% 75.240.000
Penunjang  Urusan  Pemerintah | milik daerah penunjang urusar
Daerah Pemerintahan daerah
141 | Pengadaan Mebel jumlah pengadaan meja kurs 1 Unit 8.650.000
Pejabat
| 142 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah pengadaan Peralatan 3 Jenis 66.590.000
| Lainnya Mesin Lainnya
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Cakupan  ketersediaan  jasc 100% 223.232.003
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemernitahar
daerah
1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokume n yang | 800 Dokumen 9.560.000
dikirim
Jumlah alat tulis kantor yg 37 Jenis
disediakan
1.5.2 | Penyediaan Jasa  Komunikasi, | jumlah jasa sumberdaya yang 4 Jenis 44.400.000
Sumber Daya Air dan Listrik harus dibayar tiap bulan
1.5.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah SDM Non ASN yang 7 Orang 169.272.003
Kantor dibayarkan gaji dan
; tunjangannya dalam 1 tahun
' 1.54 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Cakupan terpeliharanya barang 100% 211.481.000

30




1.5.5 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah Kendaraar 11 Unit 150.485.000
Biaya Pemeliharaan dan Pajak | perorangan dinas/kendaraan
Kendaraan Perorangan Dinas atau | dinas jabatan yang dipelihara
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah STNK Kendaraan 11 Unit
Perorangan  Dinas  atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang terbayarkan pajaknya
156 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Jumlah kendaraan dinac 3 Unit 37.916.000
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | operasional atau lapangan
Perizinan Kendaraan Dinas | yang terpelihara
Operasional atau Lapangan
Jumlah STNK kendaraan 3 Unit
dinas  operasional  atau
lapangan yang terbayarkan
pajaknya
1.5.7 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah peralatan dan mesir 6 Jenis 23.080.000
Lainnya lainnya yang dipelihara
2 PROGRAM PENGUATAN | Jumlah Konflik SARA 0 Kasus 617.928.000
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN
2.1 Perwmusan  Kebijakan Teknis dan | Persentase Fasilitas: 100% 617.928.000
Pemantapan  Pelaksanaan  Bidang | Peningkatan Wawasar
ldeclogi  Pancasila  dan  Karakter | Kebangsaan
Kebangsaan
21.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang | Jumlah sosialiasi 6 Kegiatan 501.383.000
Ideologi Wawasan Kebangsaan, | Pembentukan Duta Pancasile
Bela Negara, Karakter Bangsa, | dan Upacara
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika  dan  Sejarah
Kebangsaan
21.2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | Jumlah  Fasilitasi FKUE | 12 Kegiatan 114.530.000
Ideologi Wawasan Kebangsaan, | (Kegiatan)
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Tka dan  Sejarah
Kebangsaan ll
2.1.3 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi | Jumlah  Dokumen  Datz 4 Laporan 2.015.000 |
dan Pelaporan di Bidang Ideologi | Strategis (Laporan)
Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan  Sejarah
Kebangsaan
3 POGRAM PENINGKATAN | Persentase Penduduk Usiz 0,69% 1.218.086.000
PERAN PARTAI POLITIK DAN | Pemilih  Pemula  yang
| LEMBAGA PENDIDIKAN | Berpartisipasi dalam Agenda
POLITIK DAN | Politik
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
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3.1

Perumusan  Kebijakan Teknis dan
Pemantapan  Pelaksanaan  Bidang
Pendidikan  Politik, Etika Budaya
Politik,  Peningkatan — Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagnan Pemerintahan,
Perwakilan  dan  Partai  Politik,
Pemilihan  Untumy/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

Cakupan pemberdayaan Parpol

100%

1.218.086.000

| Fasilitasi

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Jumlah Peserta Yang
mengikuti Pendidikan Politik

1 Kegiatan

552.346.000

312

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan  Pelaporan di  Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Jumlah Media Penyebarar
Pendidikan Politik

654.770.000

1

1

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Persentase

dibina dan dipantau

Oganisas:
Kemasyarak atan  yang

16, 26 %

291.905.000

Persentase
Kemasyarak atan yang Aktif

Organisas:

82,11 %

4.1

Perumusan  Kebijakan Teknis dan
Pemantapan  Pelaksanaan — Bidang
Pemberdayaan — dan  Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Cakupan  pembinaan  dm
pemantauan Ormas

100%

291.905.000

EEN

Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Ormas yang dibina

1 Kegiatan

174.800.000

41.2

- dan Pelaporan
| Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
Dibidang

Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Money

117.105.000
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Jumlah fasilitasi ormas

3

update Database Ormas

1

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI
SOSIAL, DAN BUDAYA

Persentase Pembinaan
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
dan Budaya

3.57%

354.153.000

Perumusan
Pemantapan
Ketahanan

Kebijakan ~Teknis  dan
Pelaksanaan  Bidang
Ekonomi, Sosial dan

| Budaya

Cakupan pemantapan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya

100%

354.153.000

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah
Narkoba
(Kampung)

Kampung  Bebas
yang terbentuk

1 Kampung

34.787.000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi,  Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah sasaran lokasi operas:
P4GN

4 Lokasi

68.387.000

Jumlah Peserta sosialisasi

300 Orang

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan  Ekonomi,  Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah  Fasilitasi ~ FKUE
(Kegiatan)

12

154.434.000

| Ketahanan
| Budaya dan Fasilitasi Pencegahan

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan  Pelaporan di  Bidang
Ekonomi, Sosial,

Narkotika,
Umat
Penghayat

Penyalagunaan

Fasilitasi Kerukunan
Beragama dan
Kepercayaan di Daerah

Jumlah  koordinasi  dar
konsultasi (Kegiatan)

96.545.000

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN  NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Jumlah Konflik Sosial

386.256.000

[ 6.1

Perumusan  Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan

Cakupan Pemantapa
Kewaspadaan ~ Daerah  dar
Penanganan Konflik Sosial

100

386.256.000

33




Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sostal

6.1.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang | Jumlah kegiatan pemantauan 365 19.995.000
Kewaspadaan Dini, Kerjasama | kondusivitas daeral
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, | (Kegiatan)
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
6.1.2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | Jumlah Fasilitasi FKDM, Tim 12 175.271.000
Kewaspadaan Dini, Kerjasama | Kewaspadaan Dini dan Tim
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, | Penanganan Konflik Sosial
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga | (Kegiatan)
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
6.1.3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi | Jumlah Rakor dan fasilitasi 12 190.990.000
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Tim Stabilitas Daerah
(Forkompinda) (Kegiatan)
Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah
perubahan)
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran
penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran
srategis vang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan I'eraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kirerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpular hasil pengukuran kinerja
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pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata
atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

1 |Sangat Tinggi

2 |Tinggi 76 <90
3 |sedang 66 <75
4 |Rendah 51< 65
5 Sangat Rendah <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran vang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporar Kinerja ini didasarkan
pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Magelang.
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkainya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itv pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja
utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu
dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi Hasil pengukuran atas
indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

T

Penurunan Tinggi kriminalitas di
Gangguan Kepolisian dan
Data Konflik
di
Bakesbangpol
Kota
Magelang

2 | Menurunnya Jumlah Kriminalitas | Jumlah Konflik 0 0 100% Sangat Data
Kepolisian
Kota
Magelang
3 | Meningkatnya penanganan Angka 10,15 594 170.87% Sangat Data
kriminalitas Kriminalitas Tinggi kriminalitas di
Kepolisi
Kota
Magelang
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80,5% 82.89 10297% Sangat | Data
Persentase Tinggi | kriminalitas di
Vikaiias e
yang tertangani Kota
Magelang
4 | Meningkatnya partisipasi Politik - - - - Data pemilih
Dalam Pemilu Angha dari KPU dan
pntmpasp i, CAPIL Kota
Magelang
= = = - Data pemilih
mv sl CAPIL Kota
Magelang
Angka - - - Data pemilih
partisipasi dari KPU dan
Politik CAPIL Kota
(Pilwalkot) Magelang
= = = = Data pemilih
m CAPIL Kota
Magelang
5 | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Sakip 72-75 7715 100% Sangat
Kinerja dan Keuangan Badan OPD Tinggi | —
Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas bahwa Capaian Indikator Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Magelang telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan
dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah. Keberhasilan itu ditandai dengan
capaian kinerja yang capaiannya mencapai 100 % dan bahkan beberapa indikator
melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian melebihi 100%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

1 | Meningkatnya | Persentase Penurunan 2% 1,43% | 139.86
stabilitas daerah Gangguan %
2 | Menurunnya | Jumlah Konflik 100% 0 0 100%
Potensi
Gangguan
Angka kriminalitas 1015 | 594 | 17087
%
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Persentase 80% 99.30% | 124.13% | 80.5% | 82.89
kriminalitas yang
tertangani

102.97% |

Kematian disebabkan 0 0 00% 0 0
konflik per 100.000
penduduk

100%

Jumlah Kasus 0 0 00% 0 0
Kejahatan

pembunuhan pada
satu tahun terakhir

100%

Proporsi korban 0 0 00% 0 0
kekerasan dalam 12
bulan terakhir yang
melaporkan kepada
polisi

100%

Meningkatnya | Angka partisipasi 0 0 0 0 0
partisipa si Politik Pilpres
Politik Dalam
Pemilu

Angka partisipasi 0 0 0 0 0
Politik pilgub

Angka partisipasi 0 0 0 0 0
Politik pilwalkot

Angka partisipasi 0 0 0 0 0
Politik pileg

0

Meningkat nya | Nilai SAKIP OPD 70.00 70.23 100% 75 7715

akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Badan

102.86% |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan Tahun
2022 capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Pangsa dan Politik Kota
Magelang terdapat perbedaan Target maupun capaian kinerja. Hal tersebut
karena dasar dari capaian kinerjanya juga berbeda. Untuk target dan capaian
kinerja tahun 2021 berdasarkan pada Renstra 2016-2021 sedangkan untuk Target
dan capaian 2022 berdasarkan pada Renstra 2021-2026.

Realisasi Kinerja yang tahun 2022 yang tidak menjadi Target dan capaian
tahun 2021 antara lain yaitu Presentase penurunan gangguan capaiannya cukup

baik yaitu 1.43% dari Target 2% dimana semakin rendah realisasinya maka
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capainnya semakin tinggi dalam hal ini capaian dari indikator Presentase
Penurunan gangguan adalah 139.86%.

Untuk Presentase kriminalitas yang tertangani yang menjadi target pada tahun
2021 maupun 2022, capaiannya menurun dari tahun 2021 namun masih diatas
target tahun 2022 yaitu dengan target 80.5 capainnya 82.89% dan tingkat capaian
102.97%.

Untuk angka partisipasi politik tahun 2021 maupun 2022 target maupun
capaiannya adalah 0. Penilaian Sakip OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Magelang mengalami kenaikan dari Nilai 70.23 menjadi 77.15.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target
jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang periode 20221-2026 diuraikan sebagai
berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

Meningkatnya Persentase Penurunan 1.43% 2% 71.5%
stabilitas daerah Gangguan
Menurunnya Potensi | Jumlah Konflik 0 0 100%
Gangguan
Angka kriminalitas 5,94 9,53 62.33%
Persentase kriminalitas yang 8289 82,50% 100.47%
tertangani
Kematian disebabkan konflik 0 0 0%
per 100.000 penduduk
Jumlah Kasus Kejahatan 0 0 0%
pembunuhan pada satu
tahun terakhir
Proporsi korban kekerasan 0 0 0%
dalam 12 bulan terakhir yang
melaporkan kepada polisi
Meningkatnya Angka partisipasi Politik 0 80 0%
partisipa si Politik | Pilpres
Dalam Pemilu




Angka partisipasi  Politik
pilgub

0%

Angka partisipasi Politik
pilwalkot

0%

Angka partisipasi Politik
pileg

0%

Meningkat

nya

akuntabilitas kinerja
dan keuangan Badan

Nilai SAKIP OPD

7715

g & 8 8

96.43%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022
dengan Tahun 2026 tingkat kemajuan indikator adalah sangat baik bisa dilihat
dari indikator antara lain adalah indikator Presentasc Penurunan Gangguan
71,5%, Jumlah Konflik 100%, Angka Kriminalitas 52,33% dan Presentase
Kriminalitas yang tertangani 100.47%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional
diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain

6=4/5*100

*) Bakesbang tidak mempunyai perbandingan dengan standart ¥asional

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Meningkatn | Persentase 2% 1,43% | 13986% | Adanya Tim Kominda,
ya stabilitas | Penurunan Tim Terpadu
daerah Gangguan penanganan konflik
sosial yang
memudahkan
koordinasi dalam
menjaga stabilitas
daerah.
Menurunnya | Jumlah 0 0 100% | Rutin dilaksanakan
Potensi Konflik Sosilaisasi untuk
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai
ideologi Pancasila pada
masyarakat. Sehingga
twnbuh toleransi di
dimasyarakat.
Angka 10,15 594 | 170.87% | Dilaksanakannya
kriminalitas operasi  pekat untuk
gangguan  keamanan
dan ketertiban
masyarakat.
Persentase 80.5% 8289 | 10297% | Koordinasi antar
kriminalitas instansi dalam menjaga
yang keamanan dan
tertangani ketertiban masyarakat.
Kematian 0 0 100% -
disebabkan
konflik per
100.000
penduduk
Jumlah 0 0 100% -
Kasus
Kejahatan
pembunuha
n pada satu
tahun
terakhir
Proporsi 0 0 100% -
korban
kekerasan

dalam 12
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W

bulan
terakhir
yang
melaporkan
kepada
polisi
Meningkatn | Angka 0 0 0 - --
va partisipa partisipasi
si Politik Politik
Dalam Pilpres
Pemilu
Angka 0 0 0 - --
partisipasi
Politik
pilgub
Angka 0 0 0 - -
partisipasi
Politik
pilwalkot
Angka 0 0 0 - -
partisipasi
Politik pileg Ha
Meningkat Nilai SAKIP 75 7715 | 102.86% | Peran dari pimpinan -
nya OPD ian seluruh jajaran
akuntabilitas imtuk  meningkatkan
kinerja dan performance
keuangan managemen  sehingga
Badan pengukuran kinerja bisa
valid, efisien dan
o | akuntabel

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan table Analisis Keberhasilan, Kegagalan can solusi ada beberapa factor
pendorong keberhasilan pencapaian suatu idikator seperti indikator pada Persentase
Penurunan Gangguan dengan target 2,00% sementara capaianya adalah 1,43% jika
dibandingkan dengan target capaian dari indicator tersebut adalah 139.86%, hal tersebut
bisa terwujud karena Adanya Tim Kominda, Tim Terpadu penanganan konflik sosial
yang memudahkan koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah. Indikator Jumlah
Konflik tingkat capaian kinerjanya 100% hal ini didorong dari Sosialisasi yang rutin
dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi
Pancasila pada masyarakat, schingga tumbuh toleransi d: dimasyarakat. Indikator dari
Angka kriminalitas dan Persentase kriminalitas yang tertangani tingkat capaian

indikatornya melebihi 100% karena didorong oleh Koordinasi antar instansi dalam
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menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dilaksanakannya operasi pekat
untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian penyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Kebangsaan,
Bineka Tunggal Tka

1 | Terwuju dnya Persentase 13986 | — - - -
stabilitas daerah | Penurunan
Gangguan
2 | Menurun nya Jumlah Konflik 100% PROGRAM Jumlah Konflik 100 Menunjang
Potensi PENGUATAN SARA
Ganggua n IDEOLOGI
PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Angka 170.87 | Perummsan Persentase 100
kriminalitas Kebijakan Teknis dan | Fasilitasi
Pelaksanaan Bidang | Wawasan
dan Karakter
Kebangsaan
Persentase 102.22 | Pelaksanaan Jumlah 100
kriminalitas yang = di sosialiasi
; 3 B'l!glll' Poniheittl
Wawasan Duta Pancasila
Kebangsaan, Bela dan Upacara
Negara, Karakter (Eegiatan)
Bangsa,
Pembauran
Bineka Tunggal Tka
dan Sejarah
Kebangsaan
Pelaksanaan Jumlah Fasilitasi 100
Koordinasi di FPBI
Bidang Ideologi | (Kegiatan)
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
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dan Sejarah

Kebangsaan
Pelaksanaan Jumlah 100
Monitoring Dokumen Data
Evaluasi dan Strategis
Pelaporan di (Laporan)
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM Persentase 104.06 | Menunjang
PEMBERDAYAA | Oganisasi
N DAN Kemasyarak
ORGANISASI dibina dan
KEMASYARAKA | dipantau
TAN
Persentase 98.26
Organisasi
Kemasyarak
atan yang Akftif
Perumusan Cakupan 100
Kebijakan Teknis dan | pembinaan dan
Pemantapan pernantauan
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan Jumlah Ormas 100
Kebijakan dibidang | yang dibina
Pendaftaran (Kegiatan)
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Pelaksanaan Jumlah Laporan 100
Evaluasi dan
Pelaporan
Dibidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi
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dan Mediasi

! Sengketa Ormas,
I Pengawasan
! Ormas dan Ormas
j Asing di Daerah
Jumlah fasilitasi 100
‘ ormas
I, update 100
_ Database Ormas
| PROGRAM Persentase 10056 | Menunjang
PEMBINAAN Pembinaan
j DAN Ketahanan
| PENGEMBANGA  Ekonomi, Sosial,
| N KETAHANAN dan Budaya
| EKONOMI,
' SOSIAL DAN
' BUDAYA
: Perumusan Cakupan 100
Kebijakan Teknis dan ~ pemantapan
Pemantapan ketahanan
Pelaksanaan Bidang ekonomi, sosial
Ketahanan Ekonomi,  dan budaya
Sosial dan Budaya
Penyusunan Bahan | Jumlah 100
Perumusan Kampung Bebas
Kebijakan di Narkoba yang
Bidang Ketahanan | terbentuk
Ekonomi, Sosial, (Kampung)
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
- Daerah
Pelaksanaan Jumlah sasaran 100
Kebijakan di lokasi operasi
Bidang Ketahanan | P4GN
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi

Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
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Jumlah Peserta
sosialisasi

100

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

' Jumlah Fasilitasi
FKUB
(Kegiatan)

100

Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Jumlah
koordinasi dan
konsultasi
(Kegiatan)

100

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KULAITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK
SOSIAL

Jumlah Konflik
Sosial

100

Menunjang

Perumusan
Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan Konflik
Sosial

Cakupan
Pemantapan
Kewaspadaan
Daerah dan
Penanganan
Konflik Sosial

100

Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang

' Jumlah kegiatan
| pemantauan
! kondusivitas

100
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Kewaspadaan Dini, | daerah
Kerjasama Intelijen, | (Kegiatan)
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
Pelaksanaan Jumlah Fasilitasi 100
Koordinasi di FKDM, Tim
‘ Bidang Kewaspadaan
. Kewaspadaan Dini, Dini dan Tim
| Kerjasama Intelijen, Penanganan
Pemantauan Orang  Konflik Sosial
Asing, Tenaga (Kegiatan)
Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
| Kewaspadaan
‘ Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
! Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
. Konflik di Daerah
| Pelaksanaan Jumlah Rakor 100
Forum Koordinasi | dan fasilitasi
Pimpinan Daerah Tim Stabilitas
Kabupaten/Kota Daerah
(Forkompinda)
(Kegiatan)
Meningkatnya Angka PROGRAM Persentase 142.03 | Menunjang
partisipasi partisipasi Politik PENINGKATAN Penduduk Usia
Politik Dalam PERAN PARTAI Pemilih Pemula
Pemilu POLITIK DAN yang
LEMBAGA berpartisipas i
[ PENDIDIKAN dalam Agenda
POLITIK DAN Politik
PENGEMBANGA
N ETIKA SERTA
| BUDYA POLITIK
Perumusan Cakupan 100
Kebijakan Teknis dan | pemberdayaan
Pemantapan Parpol

Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
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Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik

Pelaksanaan
Koordinasi Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Peserta
Yang mengikuti
Pendidikan
Politik
(Kegiatan)

100

Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Media
Penyebaran
Pendidikan
Politik

100

Meningkat nya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Badan

Nilai SAKIP OPD

100%

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

Terwujudnya
pelayanan
kantor,
pengelolaan
keuangan,
perencanaan

100

Menunjang_
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dan capaian
kinerja sesuai

peraturan yang
[ ‘ berlaku
| Perencanaan, ' Cakupan 100
Penganggaran, dan | ketersediaan
Evaluast Kinerja dokumen
Pemngkat Daerah perencanaan,
penganggaran
dan evaluasi
kinerja
| Perangkat
Daerah
Penyusunan Jumlah 100
Dokumen Dokumen
PPerencanaan Rencana
Perangkat Daerah  Strategis
Perangkat
Daerah
'| Koordinasi dan Jumlah 100
| Penyusunan Dokumen
Dokumen RKA- Rencana Kerja
SKPD Anggaran SKPD
yang disusun
Koordinasi dan Jumlah 100
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perubahan
Perubahan RKA- Rencana Kerja
SKPD Anggaran SKPD
yang disusun
T Koordinasi dan Jumlah 100
i Penyusunan DPA-  Dokumen
‘ SKPD Pelaksanaan
| Anggaran SKPD
! yang disusun
! Koordinasi dan Jumlah 100
Penyusunan Perubahan DPA
i Perubahan DPA-  SKPD yang
i SKPD disusun
‘ | Koordinasi dan Jumlah Laporan 100
Penyusunan Kinerja dan
Laporan Capaian Realisasi Kinerja
| Kinerja dan SKPD yang
' Ikhtisar Realisasi disusun
Kinerja SKPD (laporan)
Administrasi Cakupan 100
Keuangan Perangkat | laporan
Daerah administrasi
, , keuangan PD
[ ' sesuai aturan
[ Penyediaan Gaji Jumlah ASN 100
dan Tunjangan yang
ASN dibayarkan Gaji
dan
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funjangannya
dalam 1 tahun
Pelaksanaan ‘umlah 100
Penatausahaan dan | dokumen
Pengujian/ Verifika | laporan
si Keuangan SKPD | Keuangan dan
SP] yang
dlisusun
Koordinasi dan Jumlah Laporan 100
Penyusunan Keuangan Akhir
Laporan Keuangan | “ahundan
Akhir Tahun SKPD | Semesteran
SKPD
Administrasi Umum | Cakupan 100
Perangkat Daerah laporan
edministrasi
umum PD
Penyediaan Jumlah ruangan 100
Komponen yang disediakan
Instalasi Lomponen
Listrik/Peneranga | listrik/peneran
n Bangunan Kantor | gan
Penyediaan Bahan | Jumlah ASN 100
Logistik Kantor yang disediakan
makan minum
harian
Jumlah Genset 100
yang disediakan
EBM
Jumlah Isi 100
Ulang Tabung
Gas12Kg
Penyediaan Barang | Jumlah barang 100
Cetakan dan cetakan
Penggandaan
Jumlah 105.47
Dokumen yang
cigandakan
Penyediaan Bahan | Jumlah jenis 100
Bacaan dan btahan bacaan
Peraturan
Perundang-
undangan
Penyediaan Jumlah gedung 100
Bahan/Material kantor yang
dipelihara
Jumlah alat dan 93.94
bahan
pembersih
Fasilitasi Jumlah 100
Kunjungan Tamu kunjungan tamu
yang difasilitasi |
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Penyelenggaraan Jumlah rapat 120
Rapat Koordinasi koordinasi yang
dan Konsultasi dilaksanakan
SKPD
Jumlah 59.26
konsultasi
SKPD yang
cilaksanakan
Pengadaan Barang Cakupan 100
Milik Daerah k-tersediaan
Penunjang Urusan barang milik
Pemerintah Daerah vaerah penunjang
1 rusan
Pemerintahan
caerah
| Pengadaan Jumlah 100
Peralatan dan I’engadaan
Mesin I’eralatan dan
Mesin
Penyediaan |asa Cakupan 100
Penunjang Urusan l.etersediaan
: Pemerintahan jasa penunjang
| Daerah urusan
pemernitahan
daerah
Penyediaan Jasa Jumlah 144.37
Surat Menyurat surat/dokume n
vang dikirim
I ‘umlah alat tulis | 97.29
<antor yg
{isediakan
Penyediaan Jasa umlah jasa 100
Komunikasi, sumberdaya
Sumber Daya Air sang harus
dan Listrik libayar tiap
bulan
Penyediaan Jasa ‘umlah SDM 100
| , Pelayanan Umum Non ASN yang
‘ Kantor dibayarkan gaji
dan
| funjangannya
| dalam 1 tahun
| Pemeliharaan Barang | Cakupan 100
"‘ ‘ Milik Daerah terpeliharanya
Penunjang Urusan barang milik
I Pemerintahan daerah
l Daerah penu_niang
urusan
pemerintah
daerah
| Penyediaan Jasa Jumlah 100
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya perorangan
Pemeliharaan dan | dinas/kendara
||_ \ Pajak Kendaraan l
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Perorangan Dinas an dinas jabatan
atau Kendaraan yang dipelihara
Dinas Jabatan
Kendaraan 100
Perorangan
['inas atau
Kendaraan
[inas Jabatan
yang
terbayarkan
pajaknya
Penyediaan Jasa Jumlah 100
Pemeliharaan, kendaraan dinas
Biaya operasional atau
Pemeliharaan, lapangan yang
Pajak, dan terpelihara
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah STNK 100
kendaraan dinas
operasional atau
lapangan yang
terbayarkan
pajaknya
Pemeliharaan Jumlah 100
Peralatan dan peralatan dan
Mesin Lainnya nesin yang
dipelihara

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Capaian dari Indikator Kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan adalah 142.03% , untuk Indikator Kegiatan dan Sub.
Kegiatan adalah 100% meskipun dalam pelaksanaanya kegiatan dilakukan secara
Daring/ Online sesuai Juknis dari Pusat, mengingat masih dalam masa pandemi
namun kegiatan tetap terlaksana dengan baik, kegiatan kegiatan yang, dilakukan
secara Daring/ Online antara lain adalah Kegiatan Upacara Hari Lahir Pancasila,
Upacara Hari Pahlawan dan Upacara Bela Negara yang dalam perencanaannya

dilaksanakan Kegiatan Upacara diganti dengan Apel Pagi.

Capaian Indikator Program Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 104.06%,

dan untuk indikator program Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang Aktif
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yaitu 98.26%, meskipun demikian capaian Program mesih dalam kategori sangat

baik. Indikator dari Kegiatan maupun sub kegiatan adalah 100%.

Capaian Indikator Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Dan Budaya 100.56%. untuk capaian indikator kegiatan dan sub

kegiatannya adalah 100%

Capaian Indikator Program Peningkatan Kewa spadaan  Nasional Dan
Peningkatan Kulaitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah 100%

sedangkan untuk Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatar: tercapai 100%.

Dari uraian diatas bisa dievaluasi bahwa Pelaksanaan Program Penguatan
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya, dan Program
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial mendukung sasaran Menurunnya Potensi

Gangguan.

Capaian indikator dari Pogram Peningkatan Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Eiika Serta Budaya Politik
tercapai 142.03% Capaian Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah 100%
Pelaksanaan Program dan Kegiatan sangat mendukung terhadap sasaran

meningkatkan akuntabilitas bantuan keuangan parpol

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang
terdiri dari 7 Kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah menunjang Meningkat nya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Badan dibuktikan dengan meningkatnya Nilai Sakib menjali 77.15.
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Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang rtelah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Peranjian Kinerja diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

4111.090323 |

3.856.375.767

100 %

1
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA

11 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 77.203.000 67,142,286 100 %
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

111 | Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.920.000 55.003.286 100 %
Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan 1.500.000 1,491,000 100 %
Dokumen RKA-SKPD

113 Koordinasi dan Penyusunan 1.350.000 1,350,000 100 %
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

114 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- 1.900.000 1,880,000 100 %
SKPD

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan 1.830.000 1,812,000 100 %
Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5.703.000 5,606,000 100 %
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

12 Administrasi ~ Keuangan  Perangkat 3.339.610.320 3.139.127.630 100%
Daerah

121 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3328832320 3.128.421.130 100%

122 | Pelaksanaan Penatausahaan dan 9.378.000 9.346.500 100%
SKPD

123 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1.400.000 1.360.000 100%
Keuangan Akhir Tahun SKPD

13 Administrasi Umum Perangkat Daerah 184.324.000 172.101.539 100%

131 Penyediaan Komponen Instalasi 2222 000 2.222.000 100%
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

13.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.385.000 14.612.000 100%

13.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan 8.746.000 8.716.000 100%
Penggandaan

134 | Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.800.000 4.020.000 100%
Peraturan Perundang-undangan

13.5 | Penyediaan Bahan/Material 25.540.000 24.994.500 96.97%
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136

Fasilitasi Kunjungan Tamu

6.480.000

6.058.000

100%

137

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

121.151.000

111.479.039

89.63%

14.

Pengadaan  Barang Milik  Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

75.240.000

75.240.000

100%

14.1

Pengadaan Mebel

8.650.000

8.650.000

100%

14.2

Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

66.590.000

66.590.000

100%

1.5

Penyedigan Jasa Penumjang Urusan
Pemerintahan Daerah

223.232.003

100%

151

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

9.560.000

9.381.000

120.83%

g 14, 3.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

44.400.000

35.178.748

100%

153

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

169.272.003

168.345.654

100%

1.5.4

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

211.481.000

189.858.910

100%

1.5

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

150.485.000

136.384.660

100%

1.5.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

37.916.000

30.493.250

100%

157

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

23.080.000

22.981.000

100%

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

617.928.000

453.006.250

100%

21

Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang ldeologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

617.928.000

453.006.250

100%

211

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

501.383.000

362.652.000

100%

212

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

114.530.000

88.348.250

100%

213

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

2.015.000

2.006.000

100%

POGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA

1.218.086.000

1.142.401.950

142,03%
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PENDIDIKAN  POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

31

Perumusan  Kebijakan  Tekmis  dan
Pemantapan ~ Pelaksanaan  Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan ~ Demokrasi,  Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Untum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik

1.218.086.000

1.142.401.950

100%

311

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politikk, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

552.346.000

487.631.950

100%

312

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

665.740.000

100%

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

291.905.000

289.934.990

101.125%

4.1

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

291.905.000

289.934.990

1007%

411

Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

174.800.000

174.800.000

100%

412

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan  Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

117.105.000

115.134.990

100%

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI SOSIAL, DAN BUDAYA

354.153.000

309.408.500

100.56%

51

Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan
Pemantapan ~ Pelaksanaan  Bidang
Ketahanan Ekononti, Sosial dan Budaya

354.153.000

309.408.500

100%
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511

Bahan  Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

34.787.000

33.751.500

100%

512

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan

68.387.000

64.219.000

100%

513

Penghayat Kepercayaan di Daerah

dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

154.434.000

138.919.000

100%

514

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

96.545.000

72.519.000

100%

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

325.304.000

100%

6.1

Perumusan  Kebijakan  Teknis  dan

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

386.256.000

325.304.000

100%

6.11

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan  Dini,  Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tel:taga Kerja Asing dan Lembaga

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

19.995.000

12.450.000

100%

6.1.2

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan  Dini,  Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

175.271.000

17.1842.000

100%

6.1.3

Pelaksanaan Forum  Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

190.990.000

141.012.000

100%
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C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel
berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

2 Menurunnya Potensi 0 0 100% 1650242000 | 1.377.653.740 83,48% 1.20%
Gangguan
1015 5,94 170.87% 1.650.242.000 1.377.653.740 83,48% 2.05%
80.5% 8289 10297% 1.650.242.000 1.377 .653.740 83,48% 1.23%
0 0 100% - = =
0 0 100% = s
0 0 100% = - -
3 | Meningkatnya partisipa | 0.69 0.98 14203% | 1218086000 | 1.142401.950 %% | 151%
si Politik Dalam Pemilu
0 0 0 - = i
0 0 0 s -
0 0 0 - = =
4 Meningkat nya 75 7715 108% 4.111.090323 3.856375.767 94% 1.10%
dan keuangan Badan
Uraian penjelasan tabel :

Dari table Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan
Sasaran dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang adalah efisien dengan tingkat
efisien diatas angka 1 untuk mendukung Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka

penca’paian kinerja program dan kegiatan perangkat dacrah disajikan pada tabel
berikut :
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Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA

100 %

100 %

Tabel 3.10

4.111.090.323

3.856.375.767

93,80%

1.07

11

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100 %

100 %

100 % 77.203.000

67,142,286

86.97%

1.15

111

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

64.920.000

55.003.286

84,72%

1.18

12

Koordinasi dan
Pen
Dokumen RKA-SKPD

1.500.000

1,491,000

99,40%

1,00

1.1.3

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1.350.000

1,350,000

100%

1.00

114

Koordinasi dan

Penyusunan DPA-
SKPD

100 % 1.900.000

1,880,000

1.01

1.1.5

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

100 % 1.830.000

1,812,000

1.00

11.6

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD

5.703.000

5,606,000

98,30%

1.02

1.2

100% | 3.339.610.320

3.139.127.630

93,99%

1.06

121

Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

100% | 3.328.832.320

3.128.421.130

91,98%

1.09

1.22

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian / Verifikasi
Keuangan SKPD

100% 9.378.000

9.346.500

99,66%

1.00

1.23

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

100% 1.400.000

1.360.000

97,14%

1.03




‘ 13 Administrast Umum 100% 100% 100% 184.324.000 172.101.539 94,39% 1.06
| Perangkat Daerah
1.3.1 | Penyediaan 18 Ruang | 18 Ruang | 100% 2.222.000 2.222.000 100% 1
i Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
1.3.2 | Penyediaan Bahan 18 18 100% 15.385.000 14.612.000 | 94,98% 1.05
Logistik Kantor Pegawai | Pegawai
| 6 | 6
Tabung| | Tabung|
1 Unit 1 Unit
1.3.3 | Penyediaan Barang 6 Jenis | 6 Jenis | 105,46% 8.746.000 8.716.000 | 99,66% 1.06
Cetakan dan 19.392 Ibr | 20.452
Penggandaan Lembar
1.3.4 | Penyediaan Bahan 2 Jenis 2 Jenis 100% 4.800.000 4.020.000 | 83,75% 1.19
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.3.5 | Penyediaan 1 Unit | 1 Unit | 96.97% 25.540.000 24994500 | 97,86% 0.99
- Bahan/Material 33 Jenis 31 Jenis
‘ 1.3.6 | Fasilitasi Kunjungan 12 Keg 12 Keg 100% 6.480.000 6.058.000 93,49% 1.07
Tamu
1.3.7 | Penyelenggaraan 15 rakor| | 18 rakor| | 89.63% 121.151.000 | 111.479.039 | 92,02% 0.97
Rapat Koordinasi dan | 54 32
‘ Konsultasi SKPD Laporan | Laporan
FH‘ Pengadaan Barang 100% 100% 100% 75.240.500 75.240.000 100% 1
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
14.1 | Pengadaan Mebel 1 Set 1 Set 100% 8.650.000 8.650.000 100% 1
14.2 | Pengadaan Peralatan | 3 Jenis 3 Jenis 100% 66.590.000 66.590.000 100% 1
dan Mesin Lainnya
1.5 Penyediaan Jasa 100% 100% 100% 223.232.003 212.905.402 | 95.37% 1.05
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
15.1 | Penyediaan Jasa Surat 800 1155 120.83% 9.560.000 9.381.000 | 98,13% 1.23
Menyurat Surat/ Dok | 36
Dok |37 | Dok
Jenis
1.5.2 | Penyediaan Jasa 4 Jasa 4 Jasa 100% 44.400.000 35.178.748 | 79.23% 1.26
Komunikasi, Sumber
i Daya Air dan Listrik
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa 7 Orang | 7 Orang 100% 169.272.003 168.345.654 | 99,45% 1.00
\ Pelayanan Umum
Kantor
1.6 | Pemeliharaan Barang 100% 100% 100% 211481000 | 189.858.910 89.77 | 1.11
i Milik Dacrah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
k?ﬁ.l Penyediaan Jasa 11 Unit 11 Unit 100% 150.485 000 136.384.660 | 90,63% 1.10
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
‘ Pajak Kendaraan
| Perorangan Dinas B

61




atau Kendaraan Dinas
Jabatan

[16.2

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

3 Unit

3 Unit

100%

37.916.000

30.493.250

80,42%

1.24

16.3

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

6 Jenis

6 Jenis

100%

23.080.000

22.981.000

99,57 %

1.00

PROGRAM
PENGUATAN
IDEOLOGI
PANCASILA DAN
KARAKTER
KEBANGSAAN

100%

617.928.000

453.006.250

73.31

1.36

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

100%

100%

100%

617.928.000

453.006.250

1.36

Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Tka dan
Sejarah Kebangsaan

Kegiatan

Kegiatan

100%

501.383.000

362.652.000

72,33%

1.38

12
(%]

Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Tka dan
Sejarah Kebangsaan

12
Laporan

12
Laporan

100%

114.530.000

88.348.250

77.14%

2133

Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Tka dan
Sejarah Kebangsaan

Dokume

4
Dokume
n

100%

2.015.000

2.006.000

99,55%

1.00

POGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI

0,69%

0,98%

142,03%

1.218.086.000

1.142.401.950

93.79

1.51

62




POLITIK DAN
LEMBAGA
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

S|

Pernumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Untemy/Pemililan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan

| Situast Politik

100%

100%

100%

1.218.086.000

1.142.401.950

93.79 1.07

Pelaksanaan
Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

1
Kegiatan

Kegiatan

100%

552.346.000

487.631.950

88,28% 1.13

Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

2 Media

2 Media

100%

665.740.000

654.770.000

98,35% 1.02

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN

16,26 %
82,11 %

16.91% |
80.68%

101.125
%

291.905.000

289.934.990

99.32 1.02
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ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan

| Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

100%

100%

100%

291.905.000

289.934.990

99.32 1.01

4.1.1

Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

1 Keg

1 Keg

100%

174.800.000

174.800.000

100% 1

412

Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

1Lap
Monev |
3 Hibah |
1 Update

1Lap
Monev |
3 Hibah |
1 Update

100%

117.105.000

115.134.990

98,32% 1.02

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI SOSIAL,
DAN BUDAYA

3,5 7%

3.59%

100.56%

354.153.000

309.408.500

87.37 1.15

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

100%

100%

100%

354.153.000

309.408.500

87.36% 1.14

Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan
di Bidang Ketahanan
Fkonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Kampun

Kampun

100%

34.787.000

33.751.500

97,02% 1.03

Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi,

4 Lokasi |
300
Peserta

Lokasi |
300

100%

68.387.000

64.219.000

93,91% 1.06
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Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Sosialisas
i

Peserta
Sosialisas

513

Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

12
Kegiatan

12
Kegiatan

100%

154.434.000

138.919.000

89,95%

13

Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penvalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Kegiatan

Kegiatan

100%

96.545.000

72.519.000

75,11%

1.33

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

100%

386.256.000

325.304.000

84.22%

149

6.1

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan
Konflik Sostal

100%

100%

100%

386.256.000

325.304.000

84.22%

1.19

Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang

365 hari

365 hari

100%

19.995.000

12.450.000

62,27%

1.60

65




Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

Pelaksanaan
Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

12

Kegiatan

12
Kegiatan

100%

175.271.000

17.1842.000

81,16%

123

o[

| Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah
Kabupaten/Kota

12

Kegiatan

12
Kegiatan

100%

190.990.000

141.012.000

73,83%

1.35

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan
Kegiatan secara umum Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan bangsa
dan Politik Kota Magelang tahun Anggaran 2022 efisien untuk mendukung
tercapainya Indikator Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan tingkat

efisien diatas angka 1 untuk mendukung Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

66




BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]JIP) Pemerintah Daerah Kota Magelang
Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Magelang Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.

LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mageleng Kota Magelang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Magelang Kota Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja

yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang Kota
Magelang menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 12 indikator kinerja
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022
yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai

berikut :

e Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaan kinerja sebesar
139.86% (kategori Sangat Baik)

e Sasaran 1 terdiri dari 6 indikator kinerja dengan rata rata capaian Kkinerja
sebesar 112.31% (kategori Sangat Baik)

e Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar
142,03% (kategori Sangat Baik)

e Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103%
(kategori Sangat Baik)
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Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara

umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Badan kesatuan bangsa dan Politik Kota Magelang dalan: rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.979.418.323
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.376.431.457, dengan demikian untuk
tahun 2022 serapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar

91.36% dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.11 .

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi

aktif untuk membangun Kota Magelang,.

Kota Magelang, Januari 2023

KEIPALA BADAN KEATUAN
EANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

il

Drs. Agus Sativo Hariyadi, M.Si 2
NIP. 196701311997031004
Pembina Utama Muda

68



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG

TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JI. P. Diponegoro No. 61 Telp. (0293) 364873 Fax. (0.793) 364708 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAM BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MACELANG
NOMOR : 060/ 07 / 450 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGUA TAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KO TA MAGELANG
TAHUN 2021 - 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KOTA MAGELANC,,

Menimbang, : a. bahwa dalam rangka Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan
transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahanan,  perlu
melakukan percepatan dan penguatan p-nerapan system akuntabilitas
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dun Polittk Kota Magelang
Tahun 2021-2022;

b. bahwa berdasarkan Perpres nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint:h, Setiap Pemerintah Daerah

wajib untuk menerapkan Sistem Pemerintahan yang efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag:imana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Kepuiusan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Perlindungan Masy:rakat Kota Magelang tentang
Pembentukan Tim Percepatan dan Ponguaten Penerapan  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintal. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Magelang Tahun 2021 - 2022,



Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa Barat;

19

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201- tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 201+ tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangk::! Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN  DAN  PENGUATAN  PENERAPAN  SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN
2021 - 2022.

Membentuk Tim Percepatan dan Penguatan Penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuar Bangsa dan Politik Kota
magelang Tahun 2021-2022 .

Tim Percepatan dan Penguatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas:

1. menetapkan tujuan dan target yang dinarapkan baik dalam kulaitas
hasil, ketepatan waktu dan anggaran pada dokumen :
a. Perjanjian Kinerja 2021
b. Penjabaran (Cascading ) Perjanjian Kinerja 2021



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

¢. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021
d. Renja 2022
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap
target dan capaian kinerja pada;
a. Monitoring Evaluasi (Monev) Rercana Aksi Perjanjian Kinerja
2021
b. Monitoring dan Evaluasi Renja
¢. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Organisasi Perangkat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina SAKIP.
Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimuna dimaksud dalam diktum
KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/
pelaksanan tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan
kewajiban yang sama dengan pejabat difinitif
Segala biaya yang tibul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal : September 2021

KEPALA BADAN KESA TUAN BANGSA POLITIK
DAN PE&M{AN MASYARAKAT
74 ; ANG




10.

Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negei pada Badan Kesatuan Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Magelang

Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Magelang

Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan
Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Magelang

Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Badan
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Magelang

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Badan Kesatuan Bangsa Polik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Magelang

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KEPALA BADAN KESA ' UAN BANGSA POLITIK
DAN PER GAN MASYARAKAT

!

AGUS SATIY

'_r e — 4
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ji. P. Diponegoro No. 61 Telp. (0293) 364873 Fax. ((293) 364708 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN FANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG
NOMOR: 060/ 09 /450 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATL AN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG NOMC'R : 700/ 07/450 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PENGUATAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2021 - 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan  Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatvan Bangsa Politik  dan
Perlindungan Masyarakat Kota Magelang, maka untuk terwujudnya
akuntabilitas  kinerja  Instansi  Pemerintahan  maka  Susunan
Keanggotaan Percepatan  dan  Perguaian Penerapan  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Magelang perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Kesaiuan Bangsa dan Politik Kota
Magelang,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Barat;

I

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pen wrintah Daerah;



b. Penjabaran (Cascading ) Perjanjian Kinesja 2021
¢. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 021
d. Renja 2022
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sccara periodic terhadap
target dan capaian kinerja pada;
a. Monitoring Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
2021
b. Monitoring dan Evaluasi Renja
c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi emerintah (LKjIP)
Organisasi Perangkat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina SAKIP.

KETIGA - Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/
pelaksanan tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan
kewajiban yang sama dengan pejabat difinitif

KEEMPAT . Segala biaya yang tibul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

KELIMA . Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetaphan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
~7 7 KOFA MAGELANG

ACUS SATIYO HARIYADI
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Matrik Renstra 2021-2026

|

Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tojuany | e s | ke DO
No Sasaran egiatan/ Su IURtar Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegintan ator Tar | ooa | T8 | indika | T | indika | 72" | indikati | T2 | Pagu
get tif get tif get tif get f get | indikatif
Terwujudn Persentase Jumliah 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ya Penurunan Gangguan 0% 0% 0% 0% 0%
stabilitas Gangguan tahun n /
daerah jumlah
gangguan
tahun n-1
dibagi
jumiah
gangguan
tahun n-1
dikali 100
1 | Menurunn Jumlah Jumlah ] 0 0 0 0
ya Potensi Konflik Konflik yang
Gangguan terjadi tahun
n
Angka Jumlah
kriminalitas kejahatan 10,1 10,0 9,84 9,69 9,53
setahun 5 0
dibagi
dengan
jumlah
penduduk
tahun ybs
dikalikan
10.000.
S duan] Program/ sb"::-‘ 2022 2023 2024 2025 2026
Ne Sasaran Ke?:at?"t’ ub Indikator Indik vo Pagu Pagu | . Pagu | . Pagu
e ator Tor | ndika | 7 | indika | T | indika | 727 | indikati | TOF | Pagu
L get tif get tif get tif get f get | indikatif




Persentase Jumlah kasus 80. 81 81, 82 82,5
kriminalitas kriminal yang 5% % 50 Ya 0%
yang tertangani %
tertangani tahun -n
dibagi jumlah
kasus kriminal
tahun -n dikali
100
Kematian TPB Jumlah 0 0 0 0 0
disebabkan Kematian
konflik per disebabkan
100.000 konflik per
penduduk 100.000
penduduk
Jumlah Kasus TPB Jumlah Kasus 0 0 0 0 0
Kejahatan Kejahatan
pembunuhan pembunuhan
pada satu pada satu
tahun terakhir tahun terakhir
Proporsi P8 Jumlah korban | 100 100 100 100 100
korban kekerasan % % % % %
kekerasan dalam 12
dalam 12 bulan terakhir
bulan terakhir yang
yang melaporkanke
melaporkan pada polisi
kepada polisi dibagi total
jumlah korban
kekerasan
dikali 100
1 | PROGRAM Jumiah Jumlah 0 0 0 0 0
PENGUATAN Konflik SARA Konflik SARA 268.3 282.5 310.0 337.50 390.000
IDEOLOGIL yang terjadi 73.00 00.00 00.00 0.000 000
PANCASILA tahun n 0 0 0
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
“r— Program/ Sbllel:I 2022 2023 2024 2025 2026
No Kegiatan/ Sub Indikator Do
Sasaran Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegatan ator Tar | PO | Tar | iaika | T | indika | TOF | indikau | T2° | POGN
get if get tif get tif get f get | indikatif




=
Perumusan Persentase persenlase 100 | 268.37 | 100 | 282.50 | 100 | 310.00 | 100 | 337.500 | 100 | 350.000.
Kebijakan Teknis Fasilitasi fasilitasi % 3.000 % 0.000 % 0.000 % .000 %Yo Q00
dan Pemantapan Peningkatan peningkatan
Pelaksanaan Wawasan Wawasan
Bidang Ideologi Kebangsaan Kebangsaan
Pancasila dan yang
Karakter dilaksanakan
Kebangsaan
Jumiah kader 45
Wawasan 45 45 45 45
Kebangsaan
Jumiah A = - =
Regulasi 1
tentang
Pedoman
Pembinaan
Wasbang
Pelaksanaan Jumlah Jumlah
Kebijakan di sosialiasi, sosialiasi, 6 175.72 | 6 189.50 | 6 215.00 | 6 240.500 | 6 285.000,
Bidang Ideologl Pembentukan Pembentukan 6.000 0.000 0.000 .000 000
Wawasan Duta Pancasila Duta Pancasila
Kebangsaan, Bela | dan Upacara dan Upacara
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Tka dan Sejarah
I!nh:_nn:!-_eaan
Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan/ Pragrhon/ ber
No Kegiatan/ Sub Indikator 5 DO
Sasaran Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegiatan ator Tar | indika | 727 | indika | 72" | indika | 127 | indikati | 12r | Pagu
get tif get tif get tif get f get | indikatif




Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang ldeologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Jumlah
Fasilitasi FKUB
(Kegiatan)

Jumiah
Fasilitasi FKUB
(Kegiatan)

12

89.902
.000

12

90.000
.000

12

91.000
.000

12

92.000.
000

12

95.000.0
00

Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan

1'_"""‘]"‘
Dokumen

Data Strategis
(Laporan)

Tumlah
Dokumen Data
Strategis
(Laporan)

2 745

000

EMalalal

000

4 NN

000

50000
00

1i0.000.0
0o

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKAT
AN

Persentase
Oganisasi
Kemasyarak
atan yang
dibina dan
dipantau

Jumlah
Ormas yang
dibina dan
dipantau /
Jumlah Total
Ormas yang
ada x 100%

16,

345.9
20.00

32,
52
%

50.30
0.000

78
%

55.34
0.000

65,

%

60,390.
000

81,
30

70.430.
000

Tujuan/
Sasaran

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator

Sum
ber
Indik
ator

2022

2023

2024

2025

2026

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indikati
f

Tar
get

Pagu
indikatif




Persentase Jumlah 82, 83, 85, 86, 88,
Organisasi Ormas = 246 11 74 37 99 62
Kemasyarak ormas % %a %o % %
atan yang Aktif =
Aktif Memiliki
Struktur
Organisasi,
Kesekretaria
tan,
Komunikatif,
dan Memiliki
Program
Kegiatan
Jumlah
Ormas vana
Aktif / Total
Ormas yang
ada x 100%
Perumusan Cakupan persentase 100 100 100 100 100
Kebijakan Teknis pembinaan Pembinaan % 345.92 % 50.300 % | 55.340 | % 60.390. % 70.430.0
dan Pemantapan dan Ormas, hibah 0.000 .000 .000 000 00
Pelaksanaan pemantauan ormas dan
Bidang Ormas monev ormas
Pemberdayaan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan Jumiah Ormas Jumlah 1 1 1 1 1
Kebijakan yang dibina pembinaan 45,920 50.000 55.000 60.000. 70.000.0
dibidang dan .000 .000 .000 000 00
Pendaftaran pemantauan
Ormas, ormas
Pemberdayaan Jumlah Jumlah - 1 - - -
Ormas, Evaluasi Kebijakan Kebijakan
dan Mediasi Terkait Ormas Terkait Ormas
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Program/ Sum 2022 2023 2024 2025 2026
No ;ujuan/ Kegiatan/ Sub Indikator ber DO
asaran Kegiata Indik T Pagu T Pagu T Pagu | Pagu N P
giatan ar ar | o2 ar | . ar : ar agu
ator indika indika indika indikati T
get tif get tif get tif get f get | indikatif




Pelaksanaan Jumlah Jumlah 1 1 1 1 1
Monitoring Laporan Hasil Laporan Hasil 300.00 300.00 340.00 390.000 430.000
Evaluasi dan Monev Monev 0.000 0 0
Pelaporan
Dibidang Jumlah Jumlah Ormas 3 3 3 3 3
Pendaftaran fasilitasi yang
Ormas, ormas difasifitasi
Pemberdayaan (hibah)
Ormas, Evaluasi update update 1 1 1 1 1
dan Mediasi Database Database
Sengketa Ormas, Ormas Ormas
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM Persentase Jumlah Toga, | 3,5 217.9 | 5,7 | 240.0 | 7,9 | 265.0 | 10, | 290.00 | 12, | 320.000
PEMBINAAN Pembinaan Toma, 7% 14.00 | 3% | 00.00 | 0% | 00.00 | 06 0.000 23 .000
DAN Ketahanan Pelajar/Mah (] 0 1] % %
PENGEMBANGA Ekonomi, asiswa yang
N KETAHANAN Sosial, dan mendapatka
EKONOMI, Budaya n pembinaan
SOSIAL, DAN Ketahanan
BUDAYA Ekonomi,
Sosial, dan
Budaya /
Total seluruh
Toga, Toma,
Pelajar/
Mahasiswa x
100%
Program/ Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan/ ber
Ne | sasaran Kaglisian/ Jub Indikator | ;o qik o8 Pagu Pagu Pagu Pagu
Hepintan ator Tar | indika | 12" | indika | 72" | indika | 12" | indikati | 12F | Pagu
get tif get tif get tif get f get | indikatif




Perumusan Cakupan persentase 100 | 267.91 | 100 | 340.00 | 100 | 365.00 | 100 | 390.000 | 100 | 420.000.
Kebijakan Teknis pemantapan pembentukan % 4.000 % 0.000 % 0.000 % .000 % 000
dan Pemantapan ketahanan kampung
Pelaksanaan ekonomi, bebas
Bidang Ketahanan | sosial dan narkoba,
Ekonomi, Sosial budaya kegiatan
dan Budaya P4GN,
fasilitasi FKUB,
pelaporan
pemantapan
ketahanan
ekonomi,
sosial dan
hiirdava
Penyusunan Jumlah Jumlah 1 ] 1 1 1
Bahan Perumusan | Kampung Kampung Dok | 41.869 50.000 55.000 60.000. 70.000.0
Kebijakan di Bebas Bebas um | .000 .000 .000 000 00
Bidang Ketahanan | Narkoba yang Narkoba yang en
Ekonomi, Sosial, terbentuk terbentuk
Budaya dan (Kampung) (Kampung)
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
Sum 2022 2023 2024 2025 2026
No | Tuluan/ | . CToOTS Al E— ek Do
Sasaran egt < u Haae Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegistan ator Tar | ;ndika | 72" | indika | '3 | indika | 127 | indikati | 12F | Pagu
get tif get tif get tif get § get | indikatif
Pelaksanaan Jumlah Jumlah 4 “ 4 4 El
Kebijakan di sasaran lokasi sasaran |okasi 64.447 75.000 90.000 100.000 110.000.
Bidang Ketahanan | operasi PAGN operasi P4GN .000 .000 .000 000 000




Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penvyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Jumlah
Peserta
sosialisasi

Jumlah
Fasilitasi FKUB
(Kegiatan)

Jumlah
Peserta
sosialisasi

Jumlah
Fasilitasi FKUB
(Kegiatan)

300

12

160.11
8.000

300

12

211.00
0.000

300

12

215.00
0.000

300

12

220.000
.000

300

12

225.000.
000

No

Tujuan/
Sasaran

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator

Sum
ber
Indik
ator

DO

2022

2023

2024

2025

2026

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indikati
f

Tar
get

Pagu
indikatif




Pelaksanaan
Monitoring, Jumlah Jumlah 1 | 1.480. 4 | 4.000. 4 | 5.000. 4 | 10.000. 4 | 15.000.0
Evaluasi dan koordinasi koordinasi 000 000 000 000 00
Pelaporan di dan konsultasi dan konsultasi
Bidang Ketahanan | (Kegiatan) (Kegiatan)
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM Jumlah Jumlah 0 | 462.2 0 | 500.0 0 | 550.0 0 | 600.00 0 | 660.000
PENINGKATAN Konflik kejadian 41.00 00.00 00.00 0.000 .000
KEWASPADAAN | Sosial konflik sosial 0 0 0
NASIONAL DAN pada tahun
PENINGKATAN (n)
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Cakupan rumu | Persentase 100 | 462.24 | 100 | 500.00 100 | 550.00 | 100 | 600.000 100 | 660.000.
Kebijakan Teknis Pemantapan san kegiatan % | 1.000 % | 0.000 % | 0.000 % | .000 % | 000
dan Pelaksanaan Kewaspadaan nepn pemantapan
Pemantapan Daerah dan kewaspadaan
Kewaspadaan Penanganan nasional dan
Nasional dan Konfiik Sosial penanganan
Penanganarn konflik sosial
Konflik Sosial yang
dilaksanakan
Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan/ Program/ ber
No Kegiatan/ Sub Indikator < DO
Sasaran Kegiatan Indik Tar PRgu Tar Pagu Tar Pagu Tar Pagu Tar Pagu
ator indika indika indika indikati . T
get tif get tif get tif get f get | indikatif




Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan
QOrang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Jumlah
kegiatan
pemantauan
kondusivitas
daerah
(Kegiatan)

Jumlah
kegiatan
pemantauan
kondusivitas
daerah
(Kegiatan)

47.618
.000

365

.000

53.000

365 | 55.000.

000

60.000.0
00

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Darkhatacan Antar
Negara, Fasilitasl
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Jumlah
Fasilitasi
FKDM, Tim
Kewaspadaan
Dini dan Tim
Penanganan
Konflik Sosial
(Kegiatan)

Jumlah
Fasilitasi
FKDM, Tim
Kewaspadaan
Dini dan Tim
Penanganan
Konflik Sosial
(Kegiatan)

178.91
9.000

12

0.000

12
197.00

207.000
.000

220.000.
000

Tujuan/
Sasaran

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator

Sum
ber
Indik
ator

DO

2022

2024

2025

2026

indika

tif

tif

indika

Pagu
indikati

Pagu
indikatif




Pelaksanaan Jumliah Rakor Jumlah Rakor 12 12 12 12 12
Forum Koordinasi dan fasilitasi dan fasilitasi 235.70 270.00 300.00 338.000 380.000.
Pimpinan Daerah Tim Stabilitas Tim Stabilitas 4,000 0.000 0.000 .000 000
Kabupaten/Kota Daerah Daerah
(Forkompinda) (Forkompinda)
(Kegiatan) (Kegiatan)
II | Meningkat Angka Pilpres 80
nya partisipasi
partisipasi Politik pilgub 80
Politik
E:gi';'u pilwalkot 80
pileg 85
Agenda
5 PROGRAM Persentase Politik = 0,6 | 668.3 | 2,1 | 1.010. | 51 | 13.05 | 51 | 1.198.1 | 6,5 688.199
PENINGKATAN Penduduk Sosialisasi, 9% 52.00 | 7% 218.0 2% | 5.199 | 8% 99.000 | 0% .000
PERAN PARTAI Usia Pemilih Diskusi,Agen 1] 00 .000
POLITIK DAN Pemula yang da Partai,dan
LEMBAGA Berpartisipas aktivitas
PENDIDIKAN i dalam kpolitik yg
MELALUI Agenda lain
PENDIDIKAN Politik Pemilih
POLITIK DAN Pemula =
PENGEMBANGA Usia 17tahun
N ETIKA SERTA Jumiah
BUDAYA Penduduk
POLITIK Usia Pemilih
pemula yang
mengikuti
agenda
politik /
Jumlah
seluruh
penduduk
usia pemilih
pemula x
100%
Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan/ | s | Gndie e Do
o Sasaran i e .n/ - etamer Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Keglatan ator Tor | e | Tar | jidika | 727 | indika | T2 | indikati | T2F | Pagu
L | get tif get tif get tif get £ get | indikatif




Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umumy/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik

Cakupan
pemberdayaan
Parpol

Persentase
partisipasi
partai politik

100

%

668.35
2.000

100
%

1.010.
218.00
a

100

%%

13.055
.199.0
0o

100
%

1.198.1
99,000

100
Y

688.159.
0a0

Pelaksanaan
Koordinasi Di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Jumlah
Peserta Yang
mengikuti
Pendidikan
Politik

Jumlah Rakor
Forum Diskusi
Politik
(Kegiatan)

85.753
.000

186.00
0.000

190.00
0.000

95.000.
000

100.000.
000

Tujuan/
Sasaran

Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Indikator

Sum
ber
Indik
ator

DO

2022

2023

2024

2025

2026

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indika
tif

Tar
get

Pagu
indikati
f

Tar
get

Pagu
indikatif




Pelaksanaan Jumlah Media Jumlah Media l
Monitoring, Penyebaran 2 582.59 | 3 824.21 | 5 12.865 | 4 1.103.1 2 588.199,
Evaluasi dan Pendidikan 9.000 8.000 .199.0 99.000 000
Pelaporan di Politik 00
Bidang Pendidikan Jumlah Monev 1 1 2 2 1
Politik, Etika (Penyerahan 14.400 15.000 30.000 35.000. 20.000.0
Budaya Politik, Hibah dan .000 .000 .000 000 0o
Peningkatan Evaluasi
Demokrasi, Pelaksanaan
Fasilitasi Pilkada)
Kelembagaan Hibah Banpol 1 1 1 1 1
Pemerintahan, 568.199. 568.199. 568.199 568.199.0 568.199.00
Perwakilan dan 000 000 000 00 0
Partai Politik, Hibah KPU 0 1 1 1 0
Pemilihan - 241.01 9.034. 500.000 -
Umum/Pemilihan 9.000 000.00 .000
Umum Kepala 0
Daerah, serta Hibah Bawaslu 0 0 1 0 0
Pemantauan - = 4.043, = e
Situasi Politik di 350.00
Daerah 0
III | Meningkatnya Nilai SAKIP BB BB A A A
akuntabilitas OPD
kinerja dan
keuangan
Badan
PROGRAM Terwujudnya Persentase 100 10 100 100 100
PENUNJANG pelayanan pelayanan % | 4.104. | 0% | 5.164. % | 4.750 % | 5.551.6 % | 5.375.2
URUSAN kantor, kantor, 232.0 100.0 .050. 50.000 50.000
PEMERINTAHAN | pengelolaan pengelolaan 00 oo 000
DAERAMH keuangan keuangan,
KABUPATEN/KO | perencanaan perencanaan
TA dan capaian dan capaian
kinerja kinerja
sesuai sesuai
peraturan peraturan
yang berlaku yang berlaku
Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan/ Pl_'ogramé b Indikat ber DO
ng Sasaran Kegnat§n/ u DRy Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegiatan ator Tar | indika | 72 | indika | T2 | indika | T2 | indikati | 12F | Pagu
get tif get tif get tif get f get | indikatif




Perencanaan, Cakupan Persentase 100 100 100 100 100
Penganggaran, ketersediaan ketersediaan % 20400 | % 22,600 | % 35.050 % 27.650. % 31.500.0
dan Evaluasi dokumen dokumen .000 .000 .000 000 00
Kinerja Perangkat | perencanaan, perencanaan,
Daerah penganggaran penganggaran
dan evaluasi dan evaluasi
kinerja Kinerja
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Penyusunan Jumiah Jumlah 0 0,00 0 0,00 1 10.000 0 0,00 0 0,00
Dokumen Dokumen Dokumen Dok Dok Dok | .000,0 | Dok Dok
Perencanaan Rencana Rencana um um um 0| um ume
Perangkat Daerah | Strategis Strategis en en en en n
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Jumlah Jumlah 2 2 2 2 2
Dokumen Dokumen Dok 6.000. | Dok 6.500. | Dok | 7.000. | Dok 7.500.0 | Dok | 8.000.00
Rencana Kerja Rencana Kerja um 000 | um 000 | um 000 | um 00 | ume 0
Perangkat Perangkat en en en en n
Daerah Daerah
Jumlah Jumlah 0 0 0 0 1
Dokumen Dokumen Dok - | Dok - | Dok - | Dok - | Dok 1.000.00
Review Review um um um um ume 0
Renstra OPD Renstra OPD en en en en n
Koordinasi dan Jumlah Jumlah 1 1 1 1 1
Penyusunan Dokumen Dokumen Dok 2.000. | Dok 2.500. | Dok | 3.000. | Dok 3.500.0 | Dok | 4.000.00
Dokumen RKA- Rencana Kerja Rencana Kerja um 000 | um 000 | um 000 | um 00 | ume 0
SKPD Anggaran Anggaran en en en en n
SKPD yang SKPD yang
disusun disusun
Koordinasi dan Jumlah Jumliah 1 1 1 1 2
Penyusunan Dokumen Dokumen Dok 1.700. | Dok 2.000. | Dok | 2.500, | Dok 3.000.0 | Dok 3.500.00
Dokumen Perubahan Perubahan im 060 | um 000 | um 000 | am 00 | ume 0
Perubahan RKA- Rencana Kerja Rencana Kerja en en en en n
SKPD Anggaran Anggaran
SKPD yang SKPD yang
disusun disusun
Sum 2022 2023 2024 2025 2026
Tujuan/ | o129 iy é b | Indikat bex DO
o Sasaran i n B Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Keglatan ator Tar | indika | 12" | indika | 12" | indika | 72" | indikati | 72" | Pagu
get tif get tif get tif get £ get | indikatif




Koordinasi dan Jumlah Jumlah 1 1 1 | 1
Penyusunan DPA- | Dokumen Dokumen Dok 2.200. | Dok 2.500. | Dok | 3.000. | Dok 3.500.0 | Dok | 4.000.00
SKPD Pelaksanaan Pelaksanaan um 000 | um 000 [ um 000 | um 00 | ume 0
Anggaran Anggaran en en en en n
SKPD yang SKPD yang
disusun disusun
Koordinasi dan Jumlah Jumlah 1 1 1 1 1
Penyusunan Perubahan Perubahan Dok 2.100. | Dok 2.500. | Dok | 2.750. | Dok 3.000.0 | Dok 3.500.00
Perubahan DPA- DPA SKPD DPA SKPD um 000 | um 000 | um 000 | um 00 | ume 0
SKPD yang disusun yang disusun en en en en n
Koordinasi dan Jumlah Jumlah 1 1 1 1 1
Penyusunan Laporan Laporan Dok 1.300. | Dok 1.400. | Dok | 1.500. | Dok 1.750.0 | Dok | 2.000.00
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan um 000 | um 000 | um 000 | um 00 | ume 0
Kinerja dan Realisasi Realisasi en en en en n
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Kinerja SKPD yang disusun yang disusun
Jumlah Jumlah 20 20 20 20 20
Laporan Laporan Lap 5.100. | Lap 5.200. | Lap | 5.300. | Lap 5.400.0 | Lap 5.500.00
Kinerja dan Kinerja dan ora 000 | ora 000 | ora o011 | ora 00 | oran 0
Realisasi Realisasi n n n 5.619 n
Kinerja SKPD Kinerja SKPD 3
yang disusun yang disusun .0000
Administrasi Cakupan Persentase 100 100 100 100 100
Keuangan laporan ketersediaan % 3.338. % 3.766. % 4.017. % 4.268.2 % 4.519.00
Perangkat Daerah | administrasi Laporan 809.00 750.00 500.00 50.000 0.000
keuangan PD administrasi 0 0 0
sesuai aturan keuangan
Penyediaan Gaji Jumlah ASN Jumlah ASN 18 20 22 22 22
dan Tunjangan yang yang Cra 3.322. | Ora 3.750. | Ora | 4.000. | Ora 4.250.0 | Ora | 4.500.00
ASN dibayarkan dibayarkan ng 646.00 | ng 000.00 | ng | 000.00 | ng 00.000 | ng 0.000
Gaji dan Gaji dan 0 0 0
tunjangannya tunjangannya
P - 1 Lol o lomsns 4 4ol -
Pelaksanaan Jumlah Jumlah 12 12 12 12 12
Penatausahaan dokumen dokumen Dok | 13.559 | Dok | 14.000 | Dok | 14.500 | Dok 15.000. | Dok 15.500.0
dan laporan laporan um .000 | um .000 | um .000 | um 000 | ume 00
Pengujian/Verifika | Keuangan dan Keuangan dan en en en en n
si Keuangan SKPD | SPJ] yang SP] yang
disusun disusun
e ; P:ntg;amé ) N sbueT o 2022 2023 024 2025 2026
N Sasaran g _n/ " agmsaNar Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegiatan Tar Tar Tar Tar . | Tar Pagu
ator indika indika indika indikati z
get tif get tif get tif get f get | indikatif




Koordinasi dan Jumlah Jumiah 3 3 3 3 3
Penyusunan Laporan Laporan Dok 2.604. | Dok 2.750. | Dok 3.000. | Dok 3.250.0 | Dok 3.500.00
Laporan Keuangan Keuangan um 000 | um 000 | um 000 | um 00 | ume 0
Keuangan Akhir Akhir Tahun Akhir Tahun en en en en n
Tahun SKPD dan dan
Semesteran Semesteran
SKPD SKPD
Administrasi Cakupan Persentase 100 100 100 100 100
Umum Perangkat | laporan ketersediaan % 218.04 | % 223.25 | % | 234.50 | % 243.250 | % 253.250.
Daerah administrasi Laporan 3.000 0.000 0.000 .000 000
umum PD administrasi
umum
Penyediaan Jumlah Jumlah 18 24 24 24 24
Komponen ruangan yang ruangan yang Rua 2.222. | Rua 3.000. | Rua | 3.500. | Rua 3.750.0 | Rua | 4.000.00
Instalasi disediakan disediakan ng 000 | ng 000 | ng 000 | ng 00| ng 0
Listrik/Peneranga | komponen komponen
n Bangunan listrik/peneran listrik/peneran
Kantor gan gan
Penyediaan Bahan | Jumlah ASN Jumlah ASN 18 20 20 20 20
Logistik Kantor yang yang Ora 12.373 | Ora | 13.000 | Ora | 14.000 | Ora 15.000. | Ora 15.000.0
disediakan disediakan ng .000 | ng .000 | ng .000 | ng 000 | ng 00
makan minum makan minum
harian harian
Jumlah Genset Jumlah Genset 1 1 1 1 1
yang yang Unit 3.864. | Uni 4,000. | Unit | 4.500. | Unit 5.000.0 | Unit | 5.000.00
disediakan disediakan 000 t 000 000 00 0
BBM BBM
Jumlah Isi Jumlah Isi 6 9 12 12 12
Ulang Tabung Ulang Tabung Tab | 950.00 | Tab 1,500. | Tab | 2.000. [ Tab 2.250.0 | Tab 2.500.00
Gas 12 Kg Gas 12 Kg ung 0 | ung 000 | ung 000 | ung 00 | ung 0
Penyediaan Jumlah barang Jumlah barang 6 7 8 8 8
Barang Cetakan cetakan cetakan Jeni 7.110. [ Jeni 7.500. | Jeni | 7.750. | Jeni | 8.000.0 | Jeni | 8.000.00
aan Penggandaarn s 0do s 0ad s aGa 5 oo 5 0
Jumlah Jumiah 19. 20. 21. 22. 23.0
Dokumen Dokumen 392 4.848. | 000 5.000. | 000 5.250. | 000 5.500.0 0o 5.750.00
yang yang Lem 000 | Le 000 | Lem 000 | Lem 00 | Lem 0
digandakan digandakan bar mb bar bar bar
ar
2 202 2
— . P‘I_og;amé ) e sbueT . 2022 023 4 2025 2026
No Sasaran egiatan/ Su aRater Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Kegiatan ator Tar | jnatka | 72" | indika | 72° | indika | T3 | indikati | Tar |  Pagu
get tif get tif get tif get £ get | indikatif




Penyediaan Bahan | Jumlah jenis Jumlah jenis 2 2 2 2 2
Bacaan dan bahan bacaan bahan bacaan jeni 3.000. | jeni 3.250. | jeni | 3.500. | jeni 3.750.0 | jeni 4.000.00
Peraturan s 000 s 000 s 000 5 00 s 0
Perundang-
undangan
Penyediaan Jumlah Jumlah 1 1 1 1 e
Bahan/Material gedung kantor gedung kantor | Unit | 14.859 | Unij 15.000 | Unit | 20.000 | Unit 22.000. | Unit | 25.000.0
yang yang .000 t .000 .000 000 00
dipelihara dipelihara
Jumlah alat Jumiah alat 33 33 33 33 33
dan bahan dan bahan Jeni | 10.681 | Jeni | 11.000 | Jeni | 12.000 | Jeni 13.000. | Jeni 14.000.0
pembersih pembersih s .000 s .000 5 .000 s 000 s 00
Fasilitasi Jumlah Jumlah 12 12 12 12 12
Kunjungan Tamu kunjungan kunjungan Kali 6.500. | Kali 7.000. | Kali | 7.500. | Kali 8.000.0 | Kali | 8.000.00
tamu yang tamu yang 000 000 000 00 0
difasilitasi difasilitasi
Penyelenggaraan Jumlah rapat Jumlah rapat 15 16 16 18 18
Rapat Koordinasi koordinasi koordinasi Kali 10.400 | Kali | 11.000 | Kali | 11.500 | Kali 12.000. | Kali 12.000.0
dan Konsultasi yang yang .000 .000 .000 ooo 00
SKPD dilaksanakan dilaksanakan
Jumlah Jumlah 54 54 54 54 54
konsultasi konsultasi Kali | 141.23 | Kali | 142.00 | Kali | 143.00 | Kali | 145.000 | Kali 150.000.
SKPD yang SKPD yang 6.000 0.000 0.000 .000 000
dilaksanakan dilaksanakan
Pengadaan Cakupan Persentase 100 100 100 100 100
Barang Milik ketersediaan ketersediaan % 100.46 | % 705.00 | % -| % 30.000. % 72.000.0
Daerah Penunjang | barang milik barang milik 7.000 0.000 ooo oo
Urusan daerah daerah
Pemerintah penunjang penunjang
Daerah urusan urusan
Pemerintahan Pemerintahan
daerah daerah
Penaadaan Tumlah Tumlah n 1 n o] 0
Kendaraan pengadaan pengadaan Unit - | Uni | 400.00 | Unit - | Unit - | Unit =
kendaraan kendaraan t 0.000
dinas jabatan dinas jabatan
roda 4 roda 4
—— ) Pr.'ogramé ) . Sbuel:'l o 2022 2023 2024 2025 2026
e Sasaran sgiatan/ Su L Indik Pagu Pagu Pagu Pagu
Regwtan ator Tar | indika | T2 | indika | T2 | indika | Y2" | indikati | T2F | Pagu
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Penyediaan Jasa jumlah jasa jumlah jasa 4 4 4 4 4
Komunikasi, sumberdaya sumberdaya Jeni | 44.400 | Jeni | 46.000 | Jeni | 48.000 | Jeni 50.000. | Jeni 50.000.0
Sumber Daya Air yang harus yang harus s .000 5 .000 s .000 s 000 5 00
dan Listrik dibayar tiap dibayar tiap
bulan bulan
Penyediaan Jasa Jumlah SDM Jurnlah SDM 7 2, 7 7 7
Pelayanan Umum Non ASN yang Non ASN yang | Ora 163.81 | Ora 176.00 | Ora | 183.50 | Ora 190.500 | Ora 198.000.
Kantor dibayarkan dibayarkan ng 2.000 | ng 0.000 | ng 0.000 | ng .000 | ng 000
gaji dan gaji dan
tunjangannya tunjangannya
dalam 1 tahun dalam 1 tahun
Pemeliharaan Cakupan Persentase 100 100 100 100 100
Barang Milik terpeliharanya terpeliharanya % 207.30 | % 212.50 % 218.50 % 728.500 % 237.500.
Daerah Penunjang | barang milik barang milik 1.000 0.000 0.000 .000 000
Urusan daerah daerah
Pemerintahan penunjang penunjang
Daerah urusan urusan
pemerintah pemerintah
daerah daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Jumlah 11 11 14 14 14
Pemeliharaan, Kendaraan Kendaraan Unit | 139.18 | Uni 140.00 | Unit | 143.00 | Unit | 147.000 | Unit | 150.000.
Biaya perorangan perorangan 5.000 t 0.000 0.000 .000 000
Pemeliharaan dan | dinas/kendara dinas/kendara
Pajak Kendaraan an dinas an dinas
Perorangan Dinas | jabatan yang jabatan yang
atau Kendaraan dipelihara dipelihara
Dinas Jabatan
Jumlah STNK Jumlah STNK i1 11 11 14 14
Kendaraan Kendaraan Unit | 11.300 | Uni 12.000 | Unit | 12.000 | Unit 16.000. | Unit | 18.000.0
Perorangan Perorangan .000 t .000 .000 000 (8]0}
Dinas atau Dinas atau
Kendaraan Kendaraan
[t T Tl MNimee Tabats
yang yang
terbayarkan terbayarkan
pajaknya pajaknya
- ; Program/ sbum 2022 2023 2024 2025 2026
ujuan er
ne L Ke?(i:;?:tgrfUh wnfetor andik we Tar Pagu Tar paoy Tar ragu Tar ragu Tar Pagu
ator indika indika indika indikati
get tif get tif get tif get P get | indikatif




Penyediaan Jasa Jumlah Jumlah 3 3 3 3 3
Pemeliharaan, kendaraan kendaraan Unit 34.676 | Uni 35.000 | Unit | 37.000 | Unit 38.000. | Unit | 40.000.0
Biaya dinas dinas .000 t .000 .000 000 00
Pemeliharaan, operasional operasional
Pajak, dan atau lapangan atau lapangan
Perizinan yang yang
Kendaraan Dinas terpelihara terpelihara
Operasional atau Jumlah STNK Jumlah STNK 3 3 3 3 3
Lapangan kendaraan kendaraan Unit 3.240. | Uni 3.500. | Unit | 3.500. | Unit 3.500.0 | Unit | 3.500.00
dinas dinas 000 t 000 000 00 0
operasional operasional
atau lapangan atau lapangan
yang yang
terbayarkan terbayarkan
pajaknya pajaknya
Pemeliharaan Jumlah Jumlah 0 1 1 1 1
mebel mebelair yang mebelair yang | Jeni - | Jeni 2.000. | Jeni | 2.500. | Jeni 3.000.0 | Jeni | 4.000.00
dipelihara dipelihara s s 000 s 000 s 00 S 0
Pemeliharaan Jumlah Jumlah 6 6 6 6 6
Peralatan dan peralatan dan peralatan dan Jeni 18.900 | Jeni | 20.000 | lJeni | 20.500 | Jeni 21.000. | Jeni 22.000.0
Mesin Lainnya mesin lainnya mesin lainnya s .000 s .000 s .000 s 000 s 00
yang yang
dipelihara dipelihara
Jumlah paket Jumlah paket 0 0 0 1 0
pemeliharaan/ pemeliharaan/ | Pak - | Pak - | Pak - | Pak | 500.000 | Pak -
rehabilitasi rehabilitasi et et et et .000 et

gedung kantor
dan bangunan
lain

gedung kantor
dan bangunan
lain




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

1P Diponegoro No. 61 Telp (0233) 364873 Fax. (0293) 364708 Magelang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

KOTA MAGELANG
NOMOR : 050/08/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

Menimbang - a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Penctapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penctapan Indikator Kineja Utama (IKU)
scbagaimanadimaksud huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan SuratKeputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tshun 2004 tentang
SistemPerencanaan Pembangunar Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentangPemenintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tshun 2014 tentang
SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor . PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun



Menetapkan

KESATU

10.

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencansan, Pengendalian dan
cvaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah  Teatang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Dzerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomeor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturen Daerah Kota Magelang
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemmbentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangks Menengah Kota
Magelang Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Magelang Nomeor 41 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Magelang

Peraturan Walikota Magelang Nomeor 19 Tahun 2019
Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
tentang Indikator Kinerja Utama !3adan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Magelang.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Magelang dengan rincian scbagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama scbagimana tercantum dalam
lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan di Badan Kesatuan Eangsa dan Politik Kota
Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja  Tahunan
(RKT), menyusun Dokumen Perjanjien  Kinerja (PK],
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP} serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
Rencana Strategis (Renstra) Badar Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.

Indikator Kinerja Utama sebagamana dimaksud pada
diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian
dalam pencapaian sasaran strateg's dan kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerab  (RPUMD) Kota
Magelang Tahun 2021-2026 dengin Rencana  Strategis
(Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Tahun 2021-2026.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian ha-i terdapat kekeliruan
dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di  : Kots Magelang
Pada Tanggal : 1 November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

ml’"

AGUS SATIYO HARIYADI



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penvelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KOTA MAGELANG

I

AGUS SATIYO HARIYADI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemecrit tahan vang cflektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yvang bertanda
tangan dibawah ini:

Nama  : Agus Satiyo Hariyadi

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Po itik Kota Magelang
Selanjutnya discbut sebagai pihak pertama
Nama : Muchamad Nur Aziz

Jabatan : Walikota Magelang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut | ihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan ta-get kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalan rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telal. ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagala  pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dip-rlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam angka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Magel ing, Januari 2022

Pihak Kedua Pib ak Pertama

Much Nur Aziz Agus ! aliyo Harivadi



dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota

KOTA MAGELANG
No. | Sesaran Strategia | indikator Kinerja | Tamget
m @ (3) LW ﬂ
1 Terwujudnya : g
Stabilitas Daerah Jumlah Konflik 0
| Angka Kniminalitas | 10,15
Persentase Knminalites | __ _
—t e |yanglemangani |  80,5%
2 | Menurunnya Potensi | Persentase Penurunan _ i
Gangguan | Gangguan | 0%
Angka partisipasi T
Politik (Pilpres)y | 0
Menin tn Angka plfrlisipnzi |
3 panjsig;&:asi Politik PoitkfRgty ) @
| Dalam Pemilu Anglm partisipasi I 0
Politik (Pilwalkot) | - |
Angka partisipasi r
| Politik (Pileg) N =
Meningkatnya S
4 Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP OPD 72-75
| dan Keuangan Badan |
Program (5) Anggaran (6)
1. Program penguatan ideclogi pancasila dan Fp 215.287.000
karakter kebangsaan
- Program peningkatan peran partai politik Kp 950.256.000
dan lembaga pendidikan melalui pendidikan
politik dan pengembangan etika serta
budaya politik
- Program pemberdayaan dan pengawasan Kp 114.590.000
organisasi kemasyarakatan
. Program pembinaan dan pengembangan Ro 319.153.000
ketahanan ckonomi, sosial, dan budaya
. Program peningkatan kewaspadaan nasional Ro  350.133.000

R> 4.387.873.000

Magelang, Januari 2022
Kedua, - Pibak Pertama,
Muchamad Nur Aziz X Agﬁs o Harivadi



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan dibawah ini:

Nama : Agus Sativo Hariyadi

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang
Selanjutnya disebut s+bagai pihak pertama
Nama : Muchamad Nur Aziz

Jabatan : Walikota Magelang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama benanji akan mewujudkan target kinerja yang
scharusnya sesuai lempiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kam:.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi 'erhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Magelang, Oktober 2022




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA MAGELANG
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Q) () @ (4)
Terwujudnya "
! T [Frior o Jumlah Konflik 0
| Kriminalitas 10,15
’ Persentase Kriminalitas
yang tertangani i
2 Menurunnya Fotensi Persentase Penurunan 2 0%
Gangguan | Gangguan . :
. Angka partisipasi 0
[ Politik (Pilpres) s
[ Meningkatnya m {Pugnwmbl;-n 0
| 3 partisipasi Politik -
1 Dalam Pemilu Angia partisipasi 0
I Politik (Pilwalkot) | R
| Angka partisipasi 0
i Politik (Pileg)
Meningkatnya
4 Akuntabilitas Kinerja | Nilai SAKIP OPD 72-75
’ dan Keuangan Badan
Program (5) Anggaran (6|

1. Program penguatzn ideologi pancasila dan Rp 617.928.000

karakter kebangsaan

2. Program peningkstan peran partai politik Rp 1 218.086.000
dan lembaga pendidikan melalui pendidikan
politik dan pengembangan etika serta

budaya politik

3. Program pemberdayaan dan pengawasan Rp 291.905.000
organisasi kemasyarakatan

4. Program pembinain dan pengembangan Rp 354.153.000

ketahanan ekonorni, sosial, dan budaya

5. Program peningkstan kewaspadaan nasional Rp 386.256.000
dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 4.111.090.323

Cktober 2022



KOTA MAGELANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
b. NIP : 196701311997031004
<. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
Pemerintah Kota Magelang sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode Nama Formulir
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, tanggal 03 januari 2022

Disetujui oleh, Disahkar oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
Drs. JOKO BUDIYONO, M.M, SUSILOWATI, 5EMT.MSc.

NIP: 196302051985031016 NIP: 19721101 1998032008



URUSAN PEMERINTAHAN

KOTA MAGELANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

B UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG URUSAN B.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengguna Anggaran
a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
b. NIP : 196701311997031004
. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKkPD

Disahkan oleh, Magelang, tanggal 03 Januari 2022
PPKD Pengguna Anggaran
SUSILOWATI, SE.MT MSc, Drs. AGUS SATIYQ HARIYADI, M.Si

NIP: 197211011998032008 NIP: 196701211997031004




DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kota Magelang Dbea
Tahun Anggaran 2022 REKAPITULASI
SKPD
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.28.0000/001/2022
Organisasi 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jaerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumiah
Uraian
(Rp)
4| | |renpapavan oaEram
Jumiah Pendap tan| Rp0
5 BELANJA DAERAH
5|1 BELANJA OPERASI Rp6.337.292.000
5|1 |om Belanja Pegawai Rp3.739.348.000
5|1 |02 Belanja Barang dan jasa Rpl.B99.745.000
5|1 |os Belanja Hibah Rp698.199.000
Jumlah Bel mnja Rp6.337.292.000
Total Surplus/{De’ sit) {Rp&.337.292.000)
6| | |PEMBIAYAAN DAERAH
Pembs Rpo
jumiah Pengeluaran Pembia, san Rp0
Pembiayaan ' eto Rp0
R Realisasi P i Dana
per Bulan por Bulsn Magelang, ‘anggal 03 Januari 2022
Januari Rp0 | Januari Ap417 883 870 Kepala Badan K=satuan Bangsa Dan Politik
Februan RpO | Februari Rp503.161.970
Maret Rp0 | Maret Rp472.790.220
Aprit RpO | April RpS61 132 470
Dr= AGUS SATIYO HARIYADI M.S)
Me 7
- e o aeicai e NIP: 194701311997031004
Jumni RpO | juni Rpl 106999 470
Juli Ap0 | Juh Rp459 598 470 } engesahkan,
Agustus Rp0 | Agustus Rp460 845 970 PPKD
September Rp0 | Septemnber Rp439.810.720
Oktober Rpl | Oktober Rpd46. 135470
November Rpl | Novernber Rp360 249 595
SUSHLOWATL, SEMT MSc,
Desember Rp0 | Desember RpISE 227 940 NIP. 1921101199803 2008
Jumiah Rp0 Jurniah Rp6.337.292.000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Na. Nama NP Jabatan Tanda Tangan
1. | Drs. JOKO BUDIYONO. M.M 196302051985031016 Ketua TAPD
2. | HANDINI RAHAYU, 5.T.. M.Eng 197411182003122002 Wakil Ketua TAPD
3. | SUSILDWAT), S.E. M T, MSc 197211011998032008 TAPD




KOTA MAGELANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGC ARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah &:as seluruh dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama . Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si
b. NIP : 1896701311997031004
¢. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

menyetujul untuk dilakukan pengesahan atas dokumen peiaksanaan perubahan anggaran satuan kerja
perangkat daerah Pemerintah Kota Magelang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun
Anggaran 2022.

Kode Nama | ;rr:uk
DPPA-SKPD Ringkasan DPPA SKPD o
DPPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Perubahan Anggaran Per t-!:;ltln SKPD
DPPA-BELANJA SKPD Ringkasan Perubahan Anggaran Bel E‘\KPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Perubahan Anggaran Per ;yun Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelanc . tanygal 17 Oktober 2022
Disahkan oleh,
PPKD

-
¢ m—'
SUS LOWATL, SEMTMSC.
NIP: _97211011998032008




KOTA MAGELANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANG(ARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : g UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN 801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan liangsa dan Politik

Pengguna Anggaran !

a. Nama : Drs. AGUS SATIYO HARIYADI, M.Si

b. NIP 1 196701311997031004

C. Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Nama ' ormulir

DPPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Perubahan Anggaran Pe/dapatan SKPD

DPPA-BELANJA SKPD Ringkasan Perubahan Anggaran Be anjs SKPD

DPPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Perubahan Anggaran Peinbiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, Magelan:, tanggal 17 Oktober 2022
PPKD F2ngguna Anggaran

AU— m

SUSILOWATI, SEMT,MSc,
NIP: 197211011998032008 NIP: 196701311997031004




DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kota Magelang DPPA
Tahun Anggaran 2022 REKAPITULAS!
— SKPD
Nomar DPA * DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.28.0000/001/2022
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan B dan Palitik
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode —_—
Rekening Urnlon Jun lah Jumiah
(Fp) (Rp)
a| | |rEnpDaPATAN DAERAH
Jumiah Pendapatan RpO| Rp0
5 BELANJA DAERAH
5|1 BELANJA OPERASI Rpé 337.292.000 Rpé.064.178.323
s|1]om Belanja Pegawa: Rp 3.739. 148.000 Rp1.328.832 320
s |12 Belana Barang dan Jasa Rp L899, 745.000 Rp2.742.347,003
s|1]os Belarya Hibah £698.199.000| Rp792.999.000|
s |2 BELANJA MODAL Rpo| Rp115.240.000|
s|2]e2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Ap0| Rp75.240.000|
s|2|os Belanja Modal Aset Tetap Lannya Rp0| Rp40.000.000|
Jumniah Belanja Rpé 337.292.000 Rp6.979.418.323
Total Surplus/(Defisit)| (Rp6. 137.292.000) (Rp6.979.418.323)
6| | |pemmiavaan paEran
Jurmiah Penerimaan Pembiay "p0 Rpo
Jumiah Pengsiuaran Pembiaysan Rpo| RpO
Pembiayaan Nete, Rpo| Rpo
Rencana Realisasi P Penarikan Dana
per Buian par Bulan W agelang, tanggal 17 Oktober 2022
Januan Rod | januan Rpl68.179.661 Kepal: Bada: Kesatuan Bangsa dan Politik
Februan Ap0 | Februan Rp418.023.761
Maret Rp0 | Maret Rp425.455.511 *
Apeit RpO | April ApS34.453.261
. Roll) biei Resi18L 008 NIP- 196701311997031004
Jur RpO | juni Rpl.342,124.426
i Rp0 | juli Rp375.973.261 Mengesahkan,
| Agustus Rp0| Agustus Rp379.047.261 PPKD
September Rp0 | September Ap193.416.511
Oktober RpO | Oktober RpS87.414.761 ﬂm—
November Rp0 | Novemnber Apl 1B3.655.389 {
SUSILOWAT] SEMT MSC,
Desember ApO | Desemper Rp356.492.521 NIF: 197211011998012008
| Jumiah Rp0 Jumian Rp6.979 418,321
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah
| No. Nama NP jabata Tanda fangan
1 | Drs. JOKO BUDIYOND, MM, 196302051985031016 | Ketua TAPD < b
!/
2. | MANDINI RAHAYU. §.T., M Eng 197411182003122002 | Walil Ketua TAPD
d \
[ 3 [susiowan. se. M. mse 197211011998032008 | Sekretans T4PD W-—-
CPPA BFEANTLAAS SKPD . Balan Lewatusn Bangus San Pouts - Pene ala Mg Haaman | ganl



